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NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-TJNDANG PERKAWINAN

DI INDONESIA

ABSTRAKSI

Pemikahan massal adalah pernikahan yang dilakukan dalam rangka
pembaharuan nikah guna mendapatkan catatan pernikahan atau yang lazimnya
disebut buku nikah sebagai legalitas formal. Pernikahan massal ditujukan kepada
masyarakat yang telah menikah secara resmi melalui KUA namun telah hilang
atau terbakar maupun rusak buku nikahnya dan ditujukan kepada masyarakat yang
telah menikah tanpa melalui KUA atau yang lazimnya disebut dengan nikah srri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Masalah dalam penelitian
ini adalah apa alasan atau rnotivasi seseorang melakukan nikah massal, bagaimana
tinjauan hukum Islam tentang nikah massal, bagaimana tinjauan Undang-Undang
Perkawinan Indonesia tentang nikah massal dan bagaimana akibat hukum yang
timbul terhadap pelaksanaan nikah massal. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (l)
Mengetahui alasan atau motivasi seseorang melakukan nikah massal, (2)
Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang nikah massal, (3) Mengetahui
bagaimana tinjaua.n Undang-Undang Perkawinan Indonesia tentang nikah massal,
dan (4) Mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan nikah massal
tersebut.

Penelitian ini mengambil tempat di wilayah kota Palangka Raya dengan
subjek 14 pasang sampel dari 150 pasang peserta yang telah mengikuti pemikahan
massal yang telah dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya pada tahun 2008.
Objek penelitian adalah alasan atau motivasi peserta nikah massal mengikuti
pernikahan massal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data: observasi, wawancar4 dan
dokumentasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa alasan atau motivasi para subjek
mengikuti pemikahan massal adalah: (1) Telah pemah menikah secara resmi dan
ada buku nikah namun telah hilang, terbakar, maupun rusak. (2) Pemah menikah
secara resmi namun tidak mendapa.t buku nikah dikarenakan pernikahan sebelum
nikah massal, dilaksanakan sebelum berlakunya UUP di Indonesia tahun 1975. (3)
Pemah menikah secara srri dan tidak memiliki buku nikah. (4) Ditemukan adanya
pemikahan yang b€rmasala[ yaitu kebohongan status pemikahan sehlum
mengikuti pemikahan massal.

Selanjutnya dari hasil analisis menunjukkan bahwa pernikahan massal
perlu ditinjau kembali dengan alasan: (l) Para subjek yang sudah pernah menikah
secara resmi melalui KUA dan hilang buku nikahnya cukup melapor saja dan
minta kutipan akta nikah. (2) Para subjek yang telah menikah sebelum berlakunya
UUP di Indonesia yaitu sebelum tahun 1975 adalah cukup dengan itsbat nikah. (3)
Para subjek yang menikah siri diragukan kebenaran syarat dan rukun
pemikahannya. (4) Dari semua subjek tersebut, temyata ditemukan adanya subjek
yang bermasalah, seperti telah berstatus duda dan janda namun tidak dijelaskan
dalam buku nikah hasil dari pernikahan massal.



MARRIAGE MASS OF PALANGKA RAYA CITY IN THE ISLAMIC I,AW
PERSPECTTVE AND MARRIA(;E LAW IN INIX)NESIA

ABSl'RAC'I'

Marriage mass is a marriage to renew in order to oblain the marriage rccord or
tlre' s.-callcd nrarriagc hook as a lcgal formal. N{arriage mass is intended to thrsc
rvho had marriagc through KUA. but thc marriage book was lost or bumed and it is
also intcnded rrr thcrse u'ho had nrarriage rvithout bcing rccorricd al KllA .r it is so
called the'Sirri' marriage.

The stud_v bclongs to a ficld rcscarch. 'Ihc problenrs ol'the study are: u hat arc
the reasons and motivation ol sonreone to have marriage mass: ho* is the Islamic larr
perspeclivc on marriage mass: lrorv is marriage rnass scen lionr Indonesian rrarrial]c
Iaw: and horv is thc larv impact on marriage mass. The aims of'the study, are ( l) io
knor' thc reasons and motivation ol'somsone to ha'e marriage rnass: (2) to knor. thc
lslarnic iarv persf.-'ctive on marriage mass: (3) lo kno$,how marriaqe mass is secn
1i.::: l:rdonesian marriage larv: and (4) to knou, lhe larv impactr.,n ,u.rir*a ,o*

The studl,took place at Palangka Raya City u,ith the number ofiuhject rverc
l4 couples/ sarnples ol 150 couples of marriage mass participanls carried out by
Religious Affbir departmenr oiparangka Raya Citl,in 200g. The object ofthe srudy is
the reasons and motivation ofthe couplc participants to conduc( marriage tnuar. i'h"
approach ofthe study was descriptive qualitative approach with the techniques ifdata
collections are observation, interview and documentation.

. ft: results of the study showed that the reasons and ,notivation of subjects to
have marriage mass are: ( l) they had formally marriage and had a maniage book bur
the book was lost, bumed, and broken; (2) they ever had formally marriige but they
had no marriage book before because the marriage was done before the lndonesian
govemment issuing the marriage larv in I975; (3) They just had the ,sirri, marriage
and. rhey had no marriage book; and (4) it was found that the,e was a marriale
problem, that was, a lying on marital status before joining marriage mass.

From the analysis results. it showed that marriage mass needs to be
reexamined for a number ofreasons. (r) The subjects who evei had formalry marriage
through KUA and the marriage book was lost, they could just report to KUn and aik
for n_ew marriage certificate. (2) The subjects who ever had forma[y marriage before
the- Indonesian marriage law implemented in 1975, they could just do 

-marriage

ratification. (3) The subjects who ever had 'sirri' marriige were doubted for t[e
requirement and pillar of marriage. (4) of alr subjects menlioned, it was found that
there were subjects who have marriage problems, for example, they had marital status
as widower but they were not clearly stated in the marriage book of the marriage
mass.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah melebihkan manusia

dengan ilmu dan pikirannya, serta tauf* dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skipsi dengan judul (NIKAII MASSAL DI KOTA

PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA".

Shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, yang

telah memberikan bimbingan dari alam kegelapan menuju alam yang penuh

kearnanan dan tali kasih semua umat.

Dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari

berbagai pihak, karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis banyak

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang s€tinggi-tingginya terutama

kepada:

l. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yang telah memfasilitasi dalam

mengikuti pendidikan di STAIN Palangka Raya.

2. Yth. Bapak Drs. H. Abubakar HM, M. Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak

memberikan bimbingan dan masukan demi perbaikan skripsi ini.

3. Yth. Bapak Munib, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah yang telah

memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

vl



4. Yth. Seluruh dosen, khususnya para dosen jurusan Syar'iah dan karyawan

STAIN Palangka Raya yang rnembantu terlaksananya penelitian ini.

5. Seluruh subjek dan informan yang telah mau memberikan keterangarL

informasi, dan data sehingga lancarnya proses penelitian.

6. Seluruh ternan-ternan seperjuangan yang mendukung dan memberikan

motivasi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak

terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu" kritik dan saran yang

bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan

skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, terlebih khusus bagi

penulis pribadi. ,4 min Yas Rabbal 'Alqmin ...

Palangka Raya, Agustus 2009

Penulis

vll



PERNYATAAN ORISINALITAS

e:; a"__:) it r
Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: NIKAH

MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA, adalah

benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan

yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap

menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4,,\ \

;AHIBU RAHMAT
NIM. 040 211 022',7

vlll

Palangka Ray4 l?Agustus 2009

vang Membuat PemyataarL



L;Gt3 ,,t
rf

MOTO

a.rul
t

-r: l5l,n^Jv-,,b

Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

(al-Baqarah [rl: z8zl
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakrng

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan yang berlainan

jenis untuk membentuk keluarga yalllg sakinah, mowaddah, warahmah

sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21

berikut:

Ja a)\-;ka. a,ri "€.;i ; s :;a 6i :"_,r; oj
, ,l-'.. .'c1 .--a o L,.. /e a ,'o)f.r:2 

a Ae^ri! .tlj'5 J ol 
-Gtt 6t; *44

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kckuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untuhnu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya lramu cenderung
dan meraso tenleram kepadonya, dan dijadikan-Nyo diantaramu
rasa kosih dan soyang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tandalanda bagi kaum yang berfikir.l

Memperhatikan ayat tersebut di atas, maka terdapat tiga kata kunci

bagi suatu perkawinan yang ingin diarahkan dan diharapkan. Pertama,

"litashtni ilaiha" yang dimaknai sebagai wahana atau tempat dimana orang-

orang yang berada di dalamnya dapat terlindungi dan dapat menjalani hidup

dengan penuh kedamaian dan aman. Kedu4 " mowaddah", yang dimaknai

merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling

menasehati dan saling menghargai satu atas yang lain. KetigL "rahmah",

rDepag RI, Al-Quran dan Terjemahnya Juz / - J0, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, h

I

572.



2

yang dimaklai kasih sayang yang mendalam dan bersifat batin atau dengan

sepenuh hati dan setulus hati.

Dalam kenyataannya" di Indonesia tujuan perkawinan sebagaimana

yang telah disebutkan di atas memang sudah tercapai, namun belum

sepenuhnya. Orang-orang yang melaksanakan perkawinan masih saja merasa

kurang dan merasa tidak tentrarl Mereka malah merasa khawatir yang

berlebiha4 khususnya bagi kaum perempuan yang merasa tidak ingin

suaminya beristri lebih dari satu selain daripada dtinya.

Selain itu pul4 timbul pemikiran yang lebih jauh dari para ulama

beserta penrerintah di Indonesia agar utuhnya suatu perkawinan dapat terjaga

dan demi mencapai maslahat serta rnendapat kepastian hukunq maka

dibentuklah suatu perundang-undangan tentang masalah ini. Undang-Undang

tersebut yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam

rumusan Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974 tedapat pasal yang

menyatakan suatu perkawinan haruslah dicatat, yaitu pada pasal 2 ayat (l) dan

(2) yang diperkuat pula dengan KHI pasal 5 ayat (l) dan (2).

Sebagaimana diketahui, perkawinan dalam perspektif Undang-Undang

Nomor I Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontraktual antara dua individu

yang berlainan jenis kelamin, melainkan juga mencakup ikatan batin yang

kekal serta dilandasi keyakinan beragama. Oleh karena itu, dalam pasal 2 ayat

(1) UU No. I Tahun 1974 dinyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila

dilakukan rnenurut hukum masing-masing agama. Selain itu, suatu

perkawinan akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan



J

dalam pasal 2 ayat (2) UU No. I Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara implisit, tslam tidak menyinggung dan tidak mengatur dengan

kongkit tentang pencatatan perkawinan. Namun jika dilihat secara general

terdapat suatu ayat dalam al-Quran yang menyatakan tentang pencatatan suatu

perbuatan mu'amalah yang terdapat dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 282 berikut:

Lt tt'
oq+-1 It

f
Itf j A!l-t']I'v" l)l I

dt -ti -
k+ti

#a)

,yt-, ,il

)frir?E'14

t-O-r-:^.

! _f 9

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu,amalah tidak
secara tunai untuk wahu yang ditentukan, hendaklah kamu
memtliskannya. dan hendaHah seorang penulis di anlara kamu
memtliskannya dengan benar... " .'

Kemudian kalau diteliti lebih lanjut, ada pula ayat lain dalam al-euran

yang secara eksplisit menyinggung tentang pencatatan suatu perkawinan. Ayat

tersebut terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 2l berikut:

t
t)\, Ji J] / ;rPtt tst ?: -.'i,t-r uq>g

,2 t.t
:A,t9Jbrfr

t_Llt e
Artinya: " BaS4aimana komu akan mengambilnya kcmbali, padahal sebagian

knmt telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
isteri. dan mereka (is-teri-isterimu) telah mengambil dari kamu
P e rj anj i an yang kual " .t

Ramulyo, dalam bukunya Hukum Perkowinan, Hukum Kewarisan,

Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam,

'tbid.. h.59.
'tbid.,h. tos.
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menjelaskan tentang kedua ayat tersebut di atas. Jika di-qr?s-kan dan

ditafsirkan secara tematis dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu di samping

syarat dan rukun yang telah ditentukarL s€perti mahar, wali, dua orang saksi,

ijab dan qabul, maka harus pula dituliskan atau dicatatkan dengan kalibun

bil'adli (khatab atau penulis yang adil) karena perkawinan itu adalah suatu

perjanjian yang kuat dan kokoh kekal selama-lamanya (mftsaqan ghqlidzan).

Dia mengatakan bahwa perkawinan itu adalah suatu aqad (pedanjian) yang

m{tso\an ghalidzan, seperti halnya juga perdagangan dan utang piutang adalah

mu'amalah atau al<ad. Jual beli atau perdaganga4 utang piutang saja harus

dituliskan dan dengan dua orang saksi, apalagi melakukan perkawinan yang

mftsdqan ghalidzan suatu perjanjian yang suci dan memerlukan kepastian

hukum bagi generasi penerusnya kelak, baik terhadap anak cucu maupun harta

benda.a

Sungguhpun syari'at Islam mernang tidak mengatur secara kongkrit

tentang p€ncatatan pemikahan ini, namun tuntutan perkembangan zaman

dengan berbagai pertimbangan kemaslahataru hukum Islam di Indonesia

mengalami rnetamorfosis. Untuk itr! lalu pencatatan pemikahan diatur secara

tegas. Selain itu dengan melihat tujuan dari perrcatatan perkawinaq maka

sesungguhnya pencatatan perkawinan itu banyak segi positif dan manfaatnya

bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal ini" maka berdasarkan pertimbangan

"msslahah mursalah" dalam Hukum Islam. Pencatatan perkawinan

merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Maslahah mursalah

aMohd. Idris Ramulyo, Hu*um Perlawinan, Hubum Keworisan, Hukum Acara peradilan
Agama dan Zakat memtrut Hukun Islam, Jakarta: Sinar Grafika 2004, cetakan ke-3, h. 22.
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adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan didalam

al-Qur'an dan Hadits, tetapi atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak

kerusakan.5

Di lain pihak, ketentuan dalam KIII juga mengharuskan adanya

pencatatan pernikahan. Dalam KHI pasal 5 dijelaskan: ( 1 ) Agar terjamin

ketertiban perkawinan bagi masyarakat IslanL s€tiap pernikahan harus dicatat.

(2) Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur

dalam UU No.32 Tahun 1954.6

Jika dikaitkan kedua peratuan tersebut di atas, antara Undang-Undang

Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dengan ketentuan hukum Islan! maka dapat

diambil suatu kesimpulan bahwa pencatatan suatu perkawinan menjadi wajib

adanya. Ketentuan pencatatan ini diwajibkan bagi masyarakat Indonesia

khususnya rnasyarakat Islam yang ingin melangsungkan perkawinan. Bagi

orang yang kurang mengetahui ataupun pura-pura "tidak tahu", mereka tidak

mengindahkan hhkan tidak melakukan pencatatan. Mereka hanya melakukan

perkawinan secara Islant walaupun tidak dicatat.

Salah satu kasus yang sering ditemukan adalah adanya praktek kawin

smz atau kawin bawah tangan yang masih menjadi pembicaraan hangat di

masyarakat. Terdapat berbagai pendapat mengenai apa dan seperti apa kawin

tAnggun (Majalah), Nikah Siri, No.7 Vol.l, PT. Variapop Group, Desember 2005,h.25-

6Depag Rl, Bahan Penyuluhan Hu*un: Ut-lP No.l Tahun t974 dan lnpres No.l
Tqhunl99l KIll, Diroktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 2001, h.167.

'Siri merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab yaitu sirri .rahasia' atau nikah
'ar/i 'berdasarkan adat'. Siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan
saksi, tidak melalui KUA, menurut agama Islam sudah sah. (Lihar Depdikbud, Kamus Besar
Bahasq Indonesiq, edisi 3, hkarla Balai Pustak4 2005,h.782.,1ihat juga Muhammad Mutawwali
Sya'rawi, Fiqih Wanila, Mengupas Kesehorion llanita dari Masolah Klasil< hingga Kontemporer,
(terj. Ghozi M.) Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, cet. 2, h. t 16.)

I
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siri itu sebenarny4 mengapa harus demikiarl apakah ada alasan tertentu

sehingga ada sebagian orang yang lebih memilih kawin di bawah tangan dari

pada kawin secara resmi di KUA.

Banyak pertimbangan yang telah diambil baik cendikiawan muslim di

Indonesia maupun pemerintah tentang pencatatan perkawinan ini. Salah

satunya menghindari terjadinya mudharat di kemudian hari. Seperti halnya

Soemiyati, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dqn IJndang-IJndang

Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkcwinan) menyatakan:

Peacatatan ini penting dan dianggap perlu untuk kepastian hukum
yang kuat dan untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari
perkawinan di bawah tangarl dalam hubungan dengan pihak ketig4
misalnya tentang sahnya anak, wali nikafu dan kewarisan. Pencatatan ini
berguna bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan bagi masyamkat serta
dapat memperjelas akan adanya peristiwa perkawinan baik bagi yang
bersangkutan maupun bagi pihak lain, sehingga demikian baili suami
maupun istri tidak demikian mudah dapat mengingkari ikatan perkawinan
yang suci ters€but dan dengan mudah menjatuhkan talak.t

Berkenaan dengan beberapa hal tersebut di atas, dan berdasarkan data

yang ada di lapangan (pendataan dan pengamatan oleh KUA Kecamatan se

Kota Palangka Raya), temyata cukup banyak masyarakat Kota palangka Raya

yang belum memiliki surat nikah atau akta nikah yang dikarenakan mereka

nikah di bawah tangaq yang dikenal dengan nikah siri atau ada juga karena

surat nikahnya terbakar atau hilang. Sehingga dengan demikian Depag Kota

Palangka Raya merasa perlu mengadakan pengorganisasian nikah secara

massal (pencatatan nikah bagi pemikahan siri) untuk memberikan bantuan

berupa: (l) Membantu masyarakat ekonomi lemah (masyarakat miskin) dalam

ESoemiyati, Hukum Perk-owinan lslam dan Undong-Undang perkawinan (Ull No.l Tahun
1974 tentang Perkawinan), Universitas Gadjah Mada: yogyakart4 1986, h. 65.
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hal pembiayaan nikah untuk mendapatkan buku nikah. (2) Memberikan

kepastian hukum bagi masyarakat yang belum mempunyai buku nikah.

Pengorganisasian nikah secara massal tersebut dinamai dengan .Nikah

Massal".

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukarL Depag Kota

Palangka Raya telah melaksanakan nikah massal sebanyak I (satu) kali, yaitu

pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 dengan peserta nikah massal berjumlah

150 pasang yang merupakan gabungan dari 5 kecamatan se Kota palangka

Raya dengan biaya sepenuhnya dibantu oleh Pemerintah Kota palangka

Raya.e

Permasalahannya sekarang adalah belum terungkap apakah

sebelumnya orang yang akan melaksanakan pencatatan tersebut benar sudah

menikah secara siri ataukah karena pernikahan sebelumnya memang karena

adanya suatu masalah (pemikahan bermasalah). Seandainya pun benar secara

srri maka rrctivasi apakah sebenarnya yang mendorong s€seorang untuk

melakukan nikah secara srri, apakah karena kurang biayq karena dipaksa

karena sengaja, ataukah karena hal "adanya suatu masalah',.

Permmalahan-permasalahan tersebut nantinya akan menimbulkan efek

negatif untuk selanjutnya. Efek negatif tersebut yaitu orang tidak lagi menikah

secara resmi melalui KUA dengan dicatat. Cukup hanya dengan nikah siri

terlebih dahulq kemudian menunggu datangnya p€laksanaan nikah massal,

jika tidak mereka akan tetap pada statusnya.hikah tanpa dicatat,'. Artinya di

eobservasi 
27 Okrober 200E
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sini akan timbul permasalahan yang lebih bermasalah lagi dalam artian

melegalkan yang "dilarang" dan akan timbul lebih banyak lagi orang yang

berpoligami liar. Di lain pihak, menurut KHI bahwa pernikahan yang

dilakukan sebelum I Oktober 1975 yang dilakukan menurut hukum lain

adalah sah dan cukup dimintakan itsbat nikah (penetapar/pengesahan nikah)

kepada Pengadilan Agama.

Beranjak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut

dengan memformulasikannya ke dalam sebuah judul: NIKAH MASSAL DI

KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA.

B. Rumusan Mesalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah terungkap di atas, maka

rumusan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

l. Apa alasan atau motivasi seseorang melakukan nikah massal?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang nikah massal?

3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tentang nikah

massal?

4. Apa akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan nikah massal

tersebut?

C. Tujuan den Kcgunran Penelitirn

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini nantinya diharapkan

sebagai berikut:
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l. Tujuan Perelitian

a. Untuk mengetahui alasan atau rnotivasi seseoftrng melakukan nikah

massal.

b. Untuk mengetahui tinjarnn hukum Islam tentang nikah massal.

c. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia

tentang nikah rnassal.

d. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan

nikah massal tersebut.

2. Kegunaar Penelitian

a. Berguna bagi pasangan yang ingin melakukan nikah massal.

b. Bergma bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri yang

tidak tercatat tentang betapa pentingnya suatu perrcatatan pernikahan.

c. Berguna bagi Depag Kota Palangka Raya dalam melaksanakan nikah

massal,

d. Bergtma sebagai ilmu pengetahuan.

e. Berguna sebagai literatrn tambahan dalam memperkaya perpustakaan

STAIN Palangka Raya.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

l. Pengertien Nikeh

Dalam Kamus Bessr Bahasa Indonesia, nikah ialah akad perkawinan

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama; hidup

dengan suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agana" fasid isi

pernikahan yang tidak dapat dilangsungkan atau disahkan karena perbedaan

agama, calon istri dalam iddah, muhrim, dan sebagainya yang melanggar

atauran p€rkawinan dalam Islarnt

Nikah berasal dad bahasa Arab yang berrnakna al-wathi' dm al-

dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammu wa al-

jam'u, atav 'ibarat 'an al-wath' wo al-'aqad yang bermakna bersetubuh

berkumpul dan akad.2 Dalan EnsiHopedi Islam, perkawinan atau pernikahan

nrenurut bahasa berarti menghinrpun atau mengumpulkan.' Dalam Kompilasi

Huhtm Islam, perkawinan adalah pemikaharl yaitu akad yang sangat kuat

atatr mitsdqan ghalidzan untuk rnentaati perintah Allah Swt dan

melaksanakanya nrerupakan ibadah.a

'Tim Penyusun Kamus Pusat Bahas4 r(aizus Besar Bahasa lndonesia, Jakarta: Balai
Pustaka,2005, ed. 3, cet. 3. h. 782.

2Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tzrigur, Hukum Perdata Isla,n di tndonesia (Sludi Kritis
Perkembangan Hukum lslam dari Fi*ih, UU No. I/1974 sanpai KHI), Jakarta: hanada Media,
2004, h. 38.

lDepdiknas, Ensi*lopedi tslan, artikel "perkawinan-, Jakarta: PT. tchtiar Baru Van Hoeve,
1997. h. 38.

aDepag Rl, Eahan Peryuluhan Hukum, Jakarta,2004, h. 14.

l0
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Menunrt beberapa ulama fikih mendefinisikan nikah yaitu se bagai

berikut:

a. Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa nikah adalah akad yang

membolehkan terjadinya al-istimta' (persetubuhan) dengan seorang

wanita atau melakukan wathi', dan berkumpul s€larna wanita tersebut

bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau

sepersusuan-5

b. Hanafiah mengatakan nikah adalah akad yang memberi faedah untuk

melakukan mut'oh *caru sengajq artinya kehalalan seorang laki-laki

lrfi)k beistimta ' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang

menghalangi sahnya pemikahan tersebut secara syar'i.6

c. Muhammad Abu Zhahrah di dalam kitabnya al-Alneal al-Syakhshlyah,

mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum

berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan

p€rempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban

di antara keduanya.T

d. Imam Taqiyuddin di dalam Kifayat al-Akhyar mendefinisikan nikah

sebagu ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan

syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah al-warfii' (bersetubuh).8

Definisi lain menurut beberapa pakar di Indonesia yaitu sebagai

berikut:

5Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Huhtm Perdala Islan di Indonesia,h-38.
6tbid., h.39.
'lbid.slmam Taqiyuddin, Kilayat al-Ahlryar /i Hal Ghqtat ql-lkhtiyar, Bandung: Al-Ma'arii t.t),

Juz II, h. 36.
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a. Hazairin nrcnyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan

seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada

hubungan seksual.e

b. Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya

menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.ro

c. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjar{ian yang suci kuat

dan kokoh untuk hidup bersanu secara sah antara seorang lakiJaki dengan

seorang perempuan nrembentuk keluarga yang kekal, santun-rnenyantuni

kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. 
I I

d. Menurut Abidin dan Aminuddin, perkawinan adalah suatu akad antara

seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan

kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) nrenurut sifat dan

syarat yang telah ditetapkan .tyara' untuk menghalalkan percampuran

antara keduany4 sehingga satu sama lain saling membutuhkan rnenjadi

sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. 
I 2

Pengertian nikah dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

terdapat pada pasal I ayat 2 UUP No. 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-

istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasartan Ketuhanan Yang Maha Esa".

eAmir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigary Huktm Perdats tslan di lndonesia, h- 40-

'o lbid., h. 40.

"Mohd. ldris Ramulyo, Hztum Perkqwinon Islam: Suatu Analisis dari lJndang-Undang
No. I Tolwn 1974 dan Konpilasi Huhum Islam, Jakarta: BumiAksara, I996, h.2.

r2slamet Abidin dan Aminuddin, Fig ih Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 9.



Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena

negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertatnanya adalah

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa

perkawinan nrcmpunyai hubungan yang erat sekali dengan agam4 kerohanian

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga

memiliki unsur batin/rohani. 13

2. Pengertian Massal

Tidak diketahui secara jelas pengertian massal. Namun di sini penulis

nremuat massal hanya secara arti bahasa. Massal berasal dari bahasa tnggris

yaitu mass yang diartikan banyak; berkumpul berkerumun.ro Dalam kamus

hukunl kata massal juga sam4 yailu massa yang diartikan orang banyak.15

3. Nikah Massel

a. Pengertian nikah massal

Nikah massal adalah nikah yang bersifat 'lengulang nikah" artinya

mereka (pasangan suami isteri) melaksanakan nikah secara sah, namun belum

memiliki buku nikah sebagai legalitas formal yang dikarenakan nikah di

bawah tangan atau nikah srrr, dan hilang atau terbakar buku nikahnya.r6

Dalam harian Kalteng Pos, disebutkan juga bahwa nikah massal yaitu

pencatatan nikah bagi warga yang sudah menikah secara agama dan telah salL

rrAmir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Huhtm Perdala Islan di lndonesio, h. 43.

'nS. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminla, Kamus Lengkap lnggris-lndonesia'
Indonesia-lnggris, Bandung: Hasta. t.th., h. 109.

"J. C. T. Si-o."ngkir dkk, Kamus Hu*um, )akarta: Sinar Crafik4 2000, h.96.
r6Depag Kota Palangka Raya, "Laporan Ketua Panitia Kegiatan Nikah Massal se Kota

Palangka Raya Tahun 2008", Palangka Raya, 2008.

t3



t4

sebagaimana yang dikemukakan Kakandepag Kabupaten Kapuas Drs. H.

Manli berikut: "Mereka yang menikah nrassal pada hari ini, merupakan warga

yang sudah menikah secara agama telah sah namun belum memiliki buku

nikah. Namun sebagai warga negara belum tercatat".lT

b. Gagasan nikah messal di Kota Palengkr Raya

Gagasan untuk mengadakan kegiatan pernikahan massal ini muncul

dari Walikota Palangka Raya yang rnenyambut baik atas adanya aspirasi dari

masyarakat kelas bawah rnasyarakat ekonomi lemah yang tidak memiliki

buku nikah yang dikarenakan nikah di bawah tangar! yang dikenal dengan

nikah srri, atau ada juga karena surat nikatmya terbakar atau hilang. Untuk

mendapatkan buku nikah tersebut yang bersangkutan diharuskan nikah ulang

atau memperbaharui nika[ walaupm disepakati bahwa mereka dalam

berumah tangga telah menikah namun surat nikah yang belum ada guna

mendapatkan kepastian hukum. I 8

Pada tanggal 12 Februari 2008 Walikota Palangka Raya memberikan

petunjuk dan arahan serta meminta kepada Kepala Kantor Departemen Agama

Kota Palangka Raya sebagai panitia pelaksana penyelenggaraan kegiatan

pernikahan rnassal ini. Penunjukan tersebut dikarenakan Departemen Agama

merupakan sub sistem pemerintah Republik lndonesia yang mempunyai tugas

pemerintahan di bidang agama. Perkembangan tugas dan firngsi tersebut terus

meningkat seiring dengan perkembangan tuntutan pelayanan kepada

rTHarian Kaltang Pos, "Yang Tersisa dari Acara Nikah Massal, Ingin Miliki Buku Nikah,
Setelah Kawin 44 Tahun", Kalteng Pos, Sabtu l0 Januari 2009.

rEDepag Kota Palangka Raya, "Laporan Kegiatan Nikah Massal s€ Kota Palangka Raya

Tahun 2008", Palangta Raya, 2008.
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masyarakat yang semakin kompleks. Sifat tugas Departemen Agama lebih

banyak dititikberatkan pada bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di

bidang keagamaaq dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan

tersebut maka diperlukan pelayanan prima yaitu: pelayanan mudalr, sederhana,

cepat, pasti, anraq dapat dipertanggungiawabkarL murah dan transparan.re

Departenrcn Agama Kota Palangka Raya pun membennrk kepanitiaan

untuk melaksanakan kegiatan nikah massal tersebut dengan dasar pelaksanaan

sebagai berikut:

l) Undang-Undang Republik Indonesia No. I Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

2) Petunjuk dan Arahan Bapak Wali Kota Palangka Raya tanggal 12 Februari

2008 menyikapi adanya kehendak masyarakat untuk diadakan Nikah

Massal di Kota Palangka Raya.

3) Rapat Intem Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya pada tanggal

12 Februari 2008, menindaklanjuti tentang Arahan Bapak Walikota

Palangka Raya untuk nrerealisasikan pelaksanaan Nikah Massal.2o

4. PengertianPcnpektif

Dalam Kamus Besar Bahsso Indonesia, perspektif yaitu: l) Cara

melukiskan suatu benda pada permukaan yang nrendatar sebagaimana yang

terlihat oleh rnata dengan 3 dimensi (paqiang, lebar, tinggi). 2) Sudut pandang;

pandangan.2l

t"tbid.
lolbid.
2lTim Penyusun Kamus Pusat Bahas\ Kamus Besat Bahasa lndonesia,h.E64
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5. PengertianUndang-Undang

Undang-Undang yaitu: l) Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat

oleh pemerintah (Menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh

patlelnen (DP& badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala

negara (Pres JerL kepala pemerintalU raja), dan mempunyai kekuatan yang

mengikat. 2) Aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa.22

6. Rukun den Syrret Pernikrhan

a. Perspektif Hukum Ishm

Jmrhur Ulama mengatakan rukun perkawinan ada lima dan

rnasing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk

memudalkan pembahasan maka uraian nrkm perkawirun akan disanxakan

dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut sebagai berikut:23

l) Calon suami, syarat-syaratnya:

a) Beragama Islam;

b) Laki-laki;

c) Jehs orangnya;

d) Dapat memberikan persetujuan;

e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon istri, syarat-syaratnya:

a) Beragama Islanq

b) Perempuan;

" tbid.. h. tz4s.
2rAmir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Huhtn Perdata tslan di lndonesia, h.62-3.
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c) Jelas orangnya;

d) Dryat dimintai persetujuannya;

e) Tilak terdapat halangan perkawinan.

3) Wdi nikatr, syarat-syaratnya:

a) Laki-laki;

b) Dewasa;

c) Mempunyai hak frerwalian;

d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4) Saksi nikatq syarat-syaratnya:

a) Minimal dua orang lakiJaki;

b) Hadir dalam [iab qabul:

c) Dapat mengerti rnaksud akad;

d) Islam;

e) Dewasa.

5) Ijab qabu[ syarat-syaratnya:

a) Adanya pernyataan rnengawinkan dari wali

b) Adanya pemyataan penerimaan dari calon mempelai;

c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemalnn dari kedua kata

ters€but;

d) Antara ijab dan qabul bersambungan;

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;

0 Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji

atau umrah;
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g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang

yaitu calon mempelai atau wakilny4 wali dari mempelai wanita

dan dua orang saksi.

Sehin dari 5 (lirna) rukun dan syarat di atas, ada satu syarat lagi

yang harus dipenuhi yang merupakan syahnya suatu pernikahan. Syarat

tersebut yaitu adanya ketentuan yang mengharuskan adanya mahar (mas

kawin). Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari

bahasa Arab al-mahr, jarnaknya al-muhur atal al-muhurah. Kata yang

s€makna dengan mahar adalah al-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba',

'uqr, 'ala'iq, thaul dm nikah. Kata-kata ini diterjernahkan dalam bahasa

Indonesia dengan mahar atau mas kawin.2a

b, Penpektif Undang-Undang Perkawinrn

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat I Undang-Undang Perkawinan

No. I Tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan dranggap sah apabila

dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-

masing.25

Disamping ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (l) UUP diatas, ada pula

keharusan percatatan perkawinan yang tercantum pada pasal 2 ayat (2)

yang berbtml .Tiaptiap perkawinan harus dicatat rnenurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku".26

2o lbid., h. 64-
:'sajuti Thalib, Hukum Ke*eluargaan Indonesia, Universitas Indonesia: Jakart4 19t6, h.

7t.
26Depag Rl, Bahan Penyuluhan Hukun: UUP No.l Tahun tg74 dan lnpres No.l

Tahunl99l l(H/. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama lslam, Jakarta: 2001. h.
|7.
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Selain itu pula dalam Bab II pasal 6 UUP dikemukakan syarat-

syarat pernikahan yaitu sebagai berikut:

l) Pemikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2) Untuk melangsungkan pemikahan seorang yang belum mencapai umur

21 (dua puluh satu) tahun harus rnendapat izin kedua orang tua.

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia

atau dalam keadaan tidak mampu m€nyatakan kehendaknya, maka izin

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang

mampu menyatakan kehendaknya.

4) Dalam hal kedua oftmg tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas s€lama mereka

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut

dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal mi, atau salah seorang lebih di antara

mereka tidak menyatakan pendapatny4 maka pengadilan dalam daerah

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan

atas permintaan orang tersebut dapat memkrikan izin setelah terlebih

dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (a)

pasal ini.
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6) Ketentuan tersebut ayat (l) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku

sepanjang hukum masing-masing agarnanya dan kepercayaannya itu

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.2?

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang

lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanit4 undang-

rlndang rnensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur

l6 tahun.2t

7. PencatetanPernikahan

a. Penpektif llukum Islam

Perkawinan merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan.

Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan

pengertian yang dimaksudkan oleh undang-udang. Juga telah dllelaskan

bahwa akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang

sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu

rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa

akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah ftih

Islam tidak mengenal adanya perrcatatan perkawinan.2e Apabila

diperhatikan ayat Mudayanah (surah al-Baqarah ayat 282) mengisyaratkan

bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian

hukum. Ayat tersebut juga dikorelasikan dengan surah an-Nisa ayat 21,

z?Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islan di lndonesia, h- 67 -8.
28lbid., h.68.
2eAmir Nuruddin & Azhari Akmal Tarig an, Huhtm Perdata lslan di lndonesia,h- 120.
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yang mengisyaratkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat.

Adapun surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

t,t ,'v!J. ,
I J) fl* J] r5r f 5J-ill

.i.
t-#tr

ntt/

)3i:\[?,LL
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah

tidak secara tunai untuk wahu yang ditentukan, hendsklah
kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar... " .3o

knam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi

menafsirkan ayat tersebut bahwa apabila ada suatu perbuatan muamalat

seperti jual-beli sewa-firenyewa, utang-piutang, dan lainlain secara tidak

tunai, misalnya pinjaman atau pesanan. Pinjaman atau p€sanan tersebut

dalam waktu yang ditentukan atau diketahui, maka hendaknya dituliskan

untuk pengukuhan dan penghilangan pertikaian nantinya. Pencatatan

tersebut trarus dilakukan oleh seorang penulis yang adil.sl

Asbabun nuzul surah al-Baqarah ini yaitu pada waktu Rasulullah

Saw datang ke Madinah pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa

menyewakan keburmya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun. Oleh sebab

itu, Rasulullah Saw bersaMa: "Barangsiapa menyewakan (mengutangkan)

sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan jangka

waktu yang tertentu pula". Sehubturgan dengan itu Allah Swt menuunkan

ayal ke-282 sebagai perintah apabila mereka utang piutang rraupun

roDepag zu, AI-Quran dqn Teriemahnya Juz I - 30, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004' h'

59.
rrlmam Jalatudin Al-Mahalli & Imam Jalaludin As-Suyuthi' Talsir Jalalain: berikut

Asbabun Nuzuul Ayat, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo' 1996, h 162'

-#&r\,pG
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mu'amalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan

mendatangkan saksi. Hd mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada

waklu-waktu yang akan datang. (H.R. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah

dari Ibnu Abi Najih dari AMillah bin tktst dari Abi Minhal dari Ibnu

Abbas).32

Sehin sebab tersebut, ayat ini turun juga disebabkan pada awalnya

terjadi pengingkaran akan janji oleh Nabi Adam AS. Ketika itu Adam

didatangi oleh malaikat yang akan rnencabut ruhnya. Adam pun berkata:

"Waktuku masih tersisa 40 tahun". Kemudian Adam diberitahu, bahwa ia

telah memberikan umumya kepada putrany4 Daud. Jawab Adanr,

"Tidak". Maka Allah memperlihatkan catatan perjanjian yang disaksikan

oleh malaikat (H.R. Ahmad).33

Tidak jauh beda dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam

Jalaluddin As-Suyuthi. Ibnu Katsier juga menafsirkan bahwa ayat tersebut

adalah merupakan tuntunan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin jika

mereka bermuamalalu hutang piutang, hendaknya ditulis, supaya jelas

jumlahnyq waktunya dan mudah untuk persaksiannya. Kata fahubuhu

juga ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mennlis hanya merupakan

petunjuk ke jalan yang baik dan terjaminnya keselamatan yang

diharapkan, bukan perintah wajib.3a

ItA- Mud.lab Mahlli, lsbabun Nuzul: Studi pendala,non Al-euran, Surah ll-Baqarah-An-
Nss. Jakaflai PT. RajaGrafindo Persad4 2002, h. I2E.

. 
rrSalim Bahrcsy & Said Bahresy, Terjenah Sittgkat Tofsir lbnu Kqrsier Jilid l, Surabaya:

PT. Bina I|mu,2004, cet.4, h. 556.

'o tbid.,h. 5sG5?.
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db-l\ ,-,jlS S+ ,, ,l<JlJ, maksudnya: Allah mengajarkan supaya

antara yang berhutang dan yang menghutangi ada pencatat, yaitu seorang

yang adil, jujur dan tidak punya kepentingarL hanya semata-mata

memberikan tenaga yang dibutuhkan oleh kawan sesama muslirn Lalu

ditekankan oleh Allah: "Jangan sampai menolak seorang yang pandai

menulis untuk menuliskannya, sebagairnana Allah telah mengajarkan

kepadanya kepandaian menulis".35

Adapun surah an-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

t
l3J;

I
I J.tL-P. Jl'h;7 6i J3t t.o) oSt7.

ti

@)tfubG.*e
Artinya: " Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal

sebagian kamu telah bergaul ftercampur) dengan yang lain
sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah
mengtmbil dari knmu perjanjian yang kuat".36

Irnam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imarn Jalaluddin As-Suyuthi

menafsirkan ayat ters€but bahwa apabila pasangan suami istri telah

berhubungan dengan bercampur yang telah sah dengan maskawin yang

telah diambil janji atau pengakuan yang erat atau hrat, yakni berupa

perintah illahi agar memegang mereka secara baik-baik, atau melepas

mereka secara baik-baik pula.37

I r'*LEGi isir Oiil-;, menumt Ibnu Abbas, Mujahid dan lainJainny4

bahwa yang dimaksud perjanjian yang kuat ialah yang dinyatakan waktu

"tbid.,h.55t,
s6Depag Rl, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 105.
rTlmam Jalaludin Al-Mahalli & Imam Jalaludin As-Suyuthi, Talsir Jalalain: berikut

Asbabun Nuzuul Ayat, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996, h. 336.
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akad ntkah. Bahwa ia akan berpegangan pada imsa( memegang dengan

cara yang b* (ma'rufl atau bercerai dengan cara yang baik pula." Al-

Ustaz Irnam (Abduh) rnengatakan, bahwa perjanjian ini pasti sesuai

dengan pengertlan al-ifda', yang menuqiukkan bahwa masing-masing

pihak mempunyai urusan dengan lainnya.se

Ramulyo, dalam bukunya Hukum Perkavvinan, Hukum Kewarisan,

Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam,

menjelaskan tentang kedua ayat tersebut di atas. Dia mengatakan bahwa

perkawinan itu adalah suatu aqad (perjanjian) yang mftsaqan ghalidzan,

seperti hahrya juga perdagangan dan utang piutang adalah mu'amolah atau

akad. Jual beli atau perdagangaq utang piutang saja harus dituliskan dan

dengan dua orang saksi, apalagi melakukan perkawinan yang mftsdqan

ghalfdzan suatu perjanjian yang suci dan memerlukan kepastian hukum

bagi genemsi penerusnya kelak, baik terhadap anak cucu nraupun harta

benda.ao

Sungguhpun syari'at Islam mernang tidak mengatur secara kongkrit

tentang pencatatan pemikahan ini, namun tuntutan perkembangan zaman

dengan berbagai pertimbangan kemaslahataq hukum Islam di Indonesia

mengalami metamorfosis. Untuk itu, lalu pencatatan pernikahan diatur

secara tegas. Selain itu dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinarl

rEsalim Bahresy & Said Bahresy, Terjemah Singkat Tafsir lbnu Karsier Jilid tl, Surabaya:
PT. Bina llm u, 2004, cet.4,h.240.

reBahrun Abubakar & Hery Noer Aly, Terjemahan Tofsir Al-Maragi Juz IY, Semanng:
CV. Toha Putra, 1993, cet. 2, h. 389.

tuMohd. ldris Ramulyo, Hu*um Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafik4 2004, cetakan ke-3,h.22.
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maka sesungguhnya pencatatan perkawinan itu banyak segi positif dan

manfaatnya bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal ini maka

berdasarkan pertimbangan "maslahah mursalqh" dalam Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu perbuatan yang harus

dilaksanakan. Maslahah mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan

hukum yang tidak disebutkan didalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi atas

pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan.al

Dalam kaidah hukum Islarn, pencatatan perkawinan dan

membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat

bagi tegaknya rurnah tangga. Sejalan dengan prinsip:

.' it" '-?1..)t21t ,+ * iri,r-,1,a:JriJi

Menolak kemudaratan lebih
lemaslahalan.az

didahululran daripada memperoleh

Berdasarkan kaidah tersebut, mudarat yang timbul akibat tidak

dicatatnya suatu pemikahan adalah: l) Sebelum dilangsungkannya akad

pemikahan belum dapat terjamin kebenaran status rnasing-rnasing pihak,

misalnya status saudara sepersusuan. 2) Tidak dapat mencegah terjadinya

nikah-cerai secara berulang. 3) Tidak ada bukti autentik sebagai bukti

keabsahan pemikahan. 4) Apabila suatu saat terjadi perselisihan, sulit

mendapatkan bantuan hukum berupa persidangan di pengadilan agam4

dan lain sebagainya.

n'Anggun (Majalah), Nikoh Siri, No.7 vol.l, PT. Variapop Croup, Desember 2005, h.25-
33.

a2Ahmad Rafiq, Hukun Islan di lndonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, cet.

6, h. l2l.
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,;i>iu.L'; +"St JL lt \i r!;:
Sudtu tindakan (peraturan) pemerintah. berintikan leliaminnya
kepenlingan dan ke maslahatan ralcyamya.a3

Dari kaidah tersebut, berdasarkan banyaknya manfaat dari

pencatatan nikah dan banyaknya mudarat apabila tidak dicatatkarr maka

pemerintah Indonesia telah menggariskan adanya suatu pencatatan

pemikahan. Apabila pemerintah telah mewajibkan pencatatan nikab maka

rnasyarakm pun wajib mengikuti apa yang telah diperintahkan.

Di lain pihak, ketentuan dalam KHI juga mengharuskan adanya

p€ncatatan pernikahan. Dalam KHI pasal 5 diielaskan: (l) Agar terjamin

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islanr, setiap pemikahan harus

dicatat. (2) Pencatatan pemikahan tersebut dilakukan oleh PPN

sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954.44

b. Perspektif Undeng-Undang Perkrwinen

Dalam ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesi4 sangat

menempatkan pencatatan pemikahan sebagai suatu hal yang sangat

penting, bahkan juga menjelaskan bagairnana mekanisme p€ncatatan

pemikahan itu dilaksanakan.

DalamUU No. I Tahun 1974 pasal2 ayat (2) dinyatakan bahwa:

*Tiap+iap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku."

nr tbid.

"Depag Rl, Bahan Penyuluhan Hukun; IluP No. I Tahun 1974 dan Inpres No. I Tahun

t99l KHt,Diektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama lslam, Jakarta:2001, h.167.
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Ini adalah satu-satunya ayat yang rnengatur tentang pencatatan

pemikahan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci

kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 tahun 1975. Ini berbeda dengan

ayat I yang di dalam penejelasannya dikatakan (D tidak ada perkawinan di

luar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Di ddam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang

perkawinan pasal 3 dinyatakan:

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan

kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tenrpat perkawinan akan

dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-

kurangnya l0 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2)

disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas

nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikiaq pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam

UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenamya masalah pencatatan

ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara

perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan perrcatatan.

Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang



28

nrcnempatkamya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah

tidaknya sebuah perkawinan.as

E. Ketentuon Pencatatan Pernikrhan bagi Pernikahan yang Belum Tercatat

Ketentuan percatatan pemikahan bagi pemikahan yang belum tercatat

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 7 Ayat (l) sampai

dengan Ayat (4) sebagai berikut:

Pasal 7:

(l) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh

Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nika[ dapat

diajukan irsbar nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai

hal-hal yang berkenaan dengan:

(a) Adanya perkawirun dalam rangka penyelesaian perceraian;

(b) Hilangnya Akta Nikah;

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan;

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

No. I Tahun 1974 dan;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No' I Tahun 1974;

a5Amir Nuruddin & Azhari Akmal Ta.igarq Hukum Perdata lslam di Indonesia' h. 122-23
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(4) Yang berhak mengajukan permohonan i/sbat nikah ialah suami atau isteri,

anak-anak merek4 wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan

perkawinan itu.

9. Akibat Hukum dari Pencatatan Nikrh

Suatu pemikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing aganxmya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan

perundang-urdangan yang berlaku.a6

Dalam hal pencatatan nikah, adanya keterlibatan seorang Pegawai

Pencatat Pernikahan atau yang lazimnya disebut dengan PPN. Tentang siapa

yang dimaksud Pegawai Pencatat tersebut berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975

yang merupakan perangkat organik dari UU No. I Tahun 1974 merujuk pada

perangkat hukum lainnya, yaitu UU No. 32 Tahtm 1954 tentang Pencatatan

NikatL Talak dan Rujuk.aT

Keterlibatan Pegawai Pencatat dalarn suatu perkawinan kapasitasnya

untuk mengawasi pernikalnn dan mencatatnya. Ketentuan itu apabila

dihubungkan dengan pasal 2 ayat (l) dan (2) UU No. I Tahun 1974,

keterlibatan Pegawai Pencatat dalam suatu pernikahan paling tidak dapat

ditunjukkan dalam dua hal:- Pertama, untuk tegaknya hukum pemikahan,

apakah pemikahan yang hendak dilangsungkan tersebut telah sesuai dengan

hukum sebagaimana diatur dalam UU No. I Tahun 1974 b. pp No. 9 Tahm

1975 atau tidak. Kedua, untuk tertib administrasi, jika perkawinan yang

a6Depag 
Rl, Bahan Penywluhon Huhtm.h.16.

"DITBINBAPERA lslam, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, lhwal hsbat Nikah
(Tanggapan atas Damsyi Hanan) oleh Drs. Enas Nasrudin, Jakarta: Pt. Intermasa, 1997, h. 86.
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hendak dilangsungkan tersebut telah sesuai dengan hukunr, pegawai pencatat

akan mencatdnya sebagai bukti autentik telah terjadinya pernikahan nrenurut

hukum.at

Adapun akibat hukum yang terjadi terhadap pemikahan yang tidak

tercatat salah satunya yaitu apabila suatu saat terjadi proses peradilan di

Pengadilan fuama maka hak-hak dari pihak-pihak yang berperkara tidak

dapat dibela. Hal ini karena perkara-perkara pemikahan harus melampirkan

Akta NikatL seperti perkara perceraiarq gugatan naftah isteri dan

sebagainya.ae

Begitu pula Syeikh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq dari Universitas al-

Azlrar rnenegaskan betapa pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan

agar pernikahan dicatatkan rnenurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Ditegaskan pul4 bahwa peraturan perundang-undangan yang

nrengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim

yang mengadakan perkawinan sebagai antisipasi bilamana diperlukan

berurusan dengan lembaga resmi pengadilan. Misalnya, jika di kemudian hari

salah satu dari suarni-istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu

muncul ketika akan membagi harta warisan di antara ahli-ahli waris.5o

o'lbid.
neRoihan A. ?asyid,, Hulum Acara Perodilan Agama, lakaia: pT. RajaGrafindo persada,

r 994, h. 96.
rosatria Effirdi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga lslam Konlemporer, lakarta:

Prenada Media" 2004, h.34-5.
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10. Desar Hukum Pencatatan Pernikahan

Dasar hukum tentang perrcatatan pemikahan ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-nndang perkawinan di Indonesia No. I Tahun 1974 Pasal2 Ayat

(2).

b. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 Ayat (l) dan (2), Pasal 6

Ayat (l) dan (2), Pasd 7 Ayat (l), (2), (3) dan (4).

c. bas terhadap al-Quran surah al-Baqarah ryat 282 dan surah an-Nisi ayat

21.

d. Maslahah mursalahah (pertimbangan menarik kebaikan dan menolak

kerusakan).

11. Dampak Positif dan Negatif dari Pencataten Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk nrewujudkan ketertiban

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui

perundang-urdangarl untuk melindungi martabat dan kesucian (mitsaqan

ghalidzan) perkawinarl dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan

rumah tangga Melalui perrcatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta

nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi

perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak

bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna

mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan
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akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang

telah mereka hkukan.sr

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. I Tahun 1974 tentang

perkawinan dinyatakan bahwa, "Tiaptiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam KHI Pasal 5 ayat (l)

dinyatakan juga bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat

Islam setiap perkawinan harus dicataf'. Jelas, tujuan utama dari adanya

pencatatan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan

dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada

terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanya tertib

administrasi kenegaraan itu diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di

Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama

perempuan) yang dirugikan.52

B. Kerangkn Pikirdan Pertanyaen Penelitian

l. Kerangkr Pikir

Pernikahan adalah suatu akad yang mengikat antara s€orang pria dan

wanita dalam membentuk sebuah rurnah tangga yang bertujuan mencapai

keluarga yarq sakinah mawaddah warahmah. Untuk memenuhi tujuan

tersebut, di Indonesia, hukum Islam mengalami perkembangan dan

pembaharuan, khususnya di bidang pemikahan. Hal tersebut terlihat dengan

trAhmad Rafiq, flzkum lslam di lndonesia. h. 107.
r2lmam Syaulani, Rekonslruksi Epislemologi Hulum lslam di Indonesia dan Relevansinya

ba4i Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: PT. Rajacrafindo Persada,2006,h.252-53-
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adanya penambahan syarat syahnya suatu pemikahan adalah dengan dicatat

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa kajian manfaat dan maslahat yang didapat dari

adanya pencatatan pemikahaq salah satunya adalah adanya kepastian hukum.

Misalnya saja menghindari akibat hukum yang timbul dari pemikahan di

bawah tangan (nikah srri) dalam hubungannya dengan pihak ketig4 seperti

sahnya anak" wali nikab tentang waris mal waris (kewarisan). Dan

berdasarkan fakta dan data di lapangan (pendataan dan pengamatan oleh KUA

Kecamatan se Kota Palangka Raya), ternyata cukup banyak masyarakat Kota

Palangka Raya yang belum memiliki akta nikah yang dikarenakan mereka

nikah di bawah tangan, yang dikenal dengan nikah sirr, atau ada juga karena

surat nikahnya terbakar atau hilang. Sehingga dengan demikian Depag Kota

Palangka Raya merasa perlu mengadakan pengorganisasian nikah secara

massal (perrcatatan nikah) yang dinamai dengan'Nikah Massal".

Pemikahan massal ini menimbulkan kekhawatiran. Salah satunya

adalah orang tidak akan lagi menikah secara resmi melalui KUA dengan

dicatat. Cukup hanya dengan nikah siri terlebih dahulu" kemudian nrenunggu

datangnya pelaksanaan nikah massal, jika tidak mereka akan tetap pada

statusnya "nikah tanpa dicataf'. Artinya di sini akan timbul permasalahan

yang lebih bermasalah lagi dalam artian melegalkan yang "dilarang" dan akan

timbul lebih banyak lagi orang yang berpoligami liar. Di lain pihak, menurut

KHI Pasal 7 ayat (l), (2), (3), dan (4) bahwa pemikahan yang benar-benar
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dilakukan sezuai hukum agama dan pemikahan sebelum I Oktober 1975

cukup dimintakan rrsDat nikah kepada Pengadilan Agarna.

Namur terlepas dari kekhawatiran tersebut, di Kota Palangka Raya

dirasakan perlu diungkap, sebenamya apa alasan orang-orang mengikuti

pernikahan massal. Karena dengan inilah bisa dilihat dengan jeli apa

permasalahan sebenarnya sehingga pernikahan rnereka belum tercatat. Hingga

pada akhimya penerapan tentang perrcatatan pemikahan ini dapat

diberlakukan dengan baik. Dan dengan demikian pula, patutlah kiranya

dipertimbangkan lagi, apakah pernikahan massal dapat dilaksanakan dan

d ilaksanakan hgi.

Untuk lebih jelasny4 berikut skema kerangka pikt dalam penelitian

ini, yaitu sebagai berikut:

Nikah Massal

Alasan/l\{otivasi Orang Melakukan Nikah lllassal

Tinjauan frfrP di IndoncsiaTinjauan Eukum lslam

Akihat Hukunt
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2. PertanyaanPenelitian

a. Apa rhsrn rtru motivasi seseorsng mehkukan nikah massal?

l. Bagaimana pemikahan para peserta nikah massal sebelum mengikuti nikah

massal yang telah dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya pada

bulan April tahun 2008?

2. Bagaimana status pernikahan para peserta nikah massal seperti status

jejaka dan perawan, sebelum para peserta mengikuti nikah massal?

3. Kenapa dulu para peserta nikah massal tidak menikah melalui KUA

dengan dicatat?

4. Apa sebenarnya yang menjadi motivasTpenyebab para peserta nikah

massal mengikuti nikah massal yang dilaksanakan oleh Depag Kota

Palangka Raya?

b. Bagaimana tinjaurn hukum Islam tentrng nikrh massal?

l. Bagaimana syarat-syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam?

2. Bagaimana hukum Islam memandang pencatatan nikah?

3. Bagaimana hukum Islam di Indonesia mengakonrodir perrcatatan nikah?

c. Begaimana tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tentang

nikeh mersel?

1 . Bagaimana syarat-syarat pemikahan dalam Undang-Undang Perkawinan

Indonesia?

2. Bagaimana Undang-Undang Perkawinan Indonesia memandang

pencatatan nikah?
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3. Bagaimana Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur tentang

pencatatan pemikahan?

4. Bagaimana dampak positifdan negatifdari pencatatan nikah?

d. Apa akibet hukum yang timbul terhadap pelaksenarn nikah massal

tersebut?

1. Bagaimana status hukum pemikahan para peserta nikah massal yang

mengikuti pemikahan massal?

2. Bagaimana status hukum dari anak yang telah dilahirkan sebelum

mengikuti pemikahan massal?



)t*

II

h-+

.1

"t
J

<.\ I,
a:a

\

t.

5TA

r/, t
4

)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian tentang nikah nrassal ini akan dilaksanakan selama kurang

lebih 2 bulan, akan tetapi apabila data yang dikehendaki telah lengkap dan

memenuhi syarat yang ada" maka penelitian akan dihentikan sewaktu-waktu,

begitu pula sebaliknya apabila data yang diperlukan masih belum lengkap

maka penelitian ini akan drperpanjang dengan suatu harapan sernoga waktu

yang diberikan akan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk memperoleh

dan rn€nggali secara langsung serta rnendalam datadata yang diperlukan oleh

penulis.

2. Tempat Penelitian

tokasi Penelitian mengambil tempat di Kota Palangka Raya dengan

pertimbangarl sebagai berikut :

a. Para peserta nikah massal yang melaksanakan nikah massal tersebut

berdomisili di Kota Palangka Raya.

b. Tempat Penelitian masih satu wilayah dengan tempat penulis berdomisili.

37
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B. Pendekatan, Objeh dan Subjek Penelitian

l. Pendekatan

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif

deskriptif, artinya melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh data

deskriptif yang berupa data tertulis rnaupun lisan dari responden maupun

ffirman yang diamati, baik itu berupa kata-kata, gambar rnaupun tindakan-

tindakan dari para pelaku yang diamati.

Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan supaya dapat diketahui

dan menggarnbarkan apa saja yang terjadi di lapangan dengan lebih jelas serta

terperinci, sehingga data dapat dikumpulkan sebanyak mungkin mengenai

alasan dan motivasi pasangan suami istri melakukan nikah massal.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah para peserta nikah massal yang telah

mengikuti nikah massal yang dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya

\
dan berdomisili Kota Palangka Raya. Subjek dalam penelitian berjumlah

14 pasang peserta nikah massal dari total 150 pasang suami isteri yang

mengikuti pernikahan tersebut.

Adapun subjek tersebut ditentukan berdasarkan leknk purposive

sampling, yakni pengambilan data di lapangan berdasarkan pertimbangan

peneliti.l Selain itu pula penulis rnempertimbangkan keterbatasan waktu,

'Abdul qodir, *Metodologi Riset Kualitatif(Panduan Dasar Penelitian Kancah)", Palangka
Raya, p.tp, h. 39.
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tenag4 dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang lebih besar.2

Dengan demikian kriteria subjek adalah sebagai berikut:

a. Mengikuti nikah nrassal yang dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka

Raya.

b. Berdomisili dan masih menetap di wilayah Kota Palangka Raya.

c. Masih berstatus suami iseri (tidak terjadi perceraian pada saat penulis

melakukan penelitian).

d. Lebih terrnotivasi ingin mengikuti pemikahan massal.

e. Mudah ditemui dan bersedia dijadikan subjek penelitian. Mengingat

wilayah Kota Palangka Raya yang sangat luas serta kediaman para subjek

yang sulit dicari alamatnya.

f. Pada masing-rnasing kecamatan diambil sampel sebagai berikut:

I) Kecamatan Pahandut sebanyak 4 pasang dari 40 pasang.

2) Kecanntan Jekan Raya sebanyak 4 pasang dari zl0 pasang.

3) Kecarnatan Sabangau s€banyak 3 pasang dari 30 pasang.

4) Kecamtan Bukit Batu sebanyak 2 pasang dari 25 pasang.

5) Kecarnatan Rakumpit sebanyak I pasang dari 15 pasang.

Total sampel adalah sebanyak 14 pasang.

Objek penelitian ini adalah alasan dan motivasi peserta nikah massal

mengikuti pernikahan rnassal.

2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelilian Suatu Pendel@tan Praktih, Jakarta: PT. Rineka
cipra,2006, h. 140.
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C. Teknik Pengumpuhn Data

Untuk menperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, rnaka penulis

akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

l. Observasi

Melalui teknik ini penulis melakukan pengamatan dalam berbagai hal

yang berkernan dengan subjek penelitian rnaupun data yang ingin

dikumpulkan.

2. Wawancara

Melalui teknik wawanqra ini penulis dapat berkomunikasi secara

langsung dan terperirrci kepada responden dan informan. Dengan cara ini

peneliti dapat menggali berbagai informasi tentang rnasalah yang diteliti,

terutama menyangkut alasan dan motivasi peserta nikah massal mengikuti

pernikahan massal.

3. Dokumentasi

Untuk menghasilkan data sebanyak mungkq penulis juga

menggunakan teknik dokumentasi yaitu, dengan cara meneliti dan

mempelajari catatarl buku nikah dan sebagainya tulisan serta laporan yang

diperlukan dalam penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen atau alat bantu dalam penettian ini adalah sebagai

berikut:

1. Daftar pertanyaan.

2. Interview guide atau pedoman wawancara.
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3. Sumber-sumber tulisan se(a garnbar-gambar.

4. Kertas atau orang (people)

E. Pengebsahrn Drta

Keabsahan data digunakan mtuk rnenunjukkan bahwa semua data

yang diperoleh dan diteliti relevan dengan apa yang sesungguhnya. Hal ini

dilakukan untuk menjamin data inforrnasi yang dihinrpun dan dikumpulkan itu

benar.

Teknik yang sesuai dengan penelitian ini addah triangulasi sumber

yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

infornrasi yang rrelalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode

kualitatif3

Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

l. Membandingkan data hasil observasi (Pengamatan) dengan hasil

wawancara.

2. Mernbandingkan data hasil wawarrcara dengan sesuatu dokumen terkait.

3. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan dengan

hasil wawancara kepada subjek penelitian.

rlexy J. Moleong, Metodologi Penelitiqn Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

2001, h. r 78.
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F. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul.

Adapun guna analisis data adalah untuk rnengatur, mengurutkan dan

mengelompokkan, memberikan kode, serta mengkategorikan.a

Analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini

melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Data Display (pemmpilan data), yaitu data yang sudah relevan tersebut

disaring dan dituangkan dalam bab empat sebagai laporan yang tersusun

secara sistematis.

2. Data Corclusion (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh), yaitu

setelah nrenjadi sebuah karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan

sebagai jawaban dari rumusan masalah.5

o lbid, h. n9.
'AMul Qadir, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan llmiah STAIN

Palangka Raya", Palangka Ra)'4 t.tp, 1999, h. E5-E7. metode Analisis data ini dikutip dari teori Milles
dan Hubermen.



*4

)

t,

,{,
A t

I
\

I

\

t
t
I

1r
.ss"

I
t
I
t:

r, i:-\
H\

D
D

D
D I



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISN

A. Gembaren Umum Lokesi Penelitien

Lokasi penelitian yang penulis ambil ialah wilayah Kota Palangka Raya.

Kota Palangka Raya adalah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah' Secara

geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: 113"40-114o20 Bujur Timur dan

l'30'-2"30' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas

5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangaq Jekan Raya,

Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Desa/Kelurahan dengan batas-batas

sebagai berikut: Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas, Sebelah Timur:

Kabupaten Gunung Mas, Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisag dan Sebelah

Barat: Kabupaten Katingan.

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km2 (267.851 Ha)

dibagi ke dalam 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangaq Jekan Raya,

Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Kn2,583,50 Km2,

352,62 Km2,572,00 Km2 dan 1.053,14 Km2. Luas wilayah sebesar 2.678,51 Km2

dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan : 2.485,75 Km2

2. Tanah Pertanian : 12,65 Km2

3. Perkampungan : 45,54Km2

4. Areal Perkebunan : 22,30lkrP

5. Sungai & Danau : 42,86 Km2

45
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6. Lain-lain : 69,41 Km2

Sarana transportasi yang mendominasi di kota Palangka Raya adalah

menggunakan transportasi darat seperti mobil, sepeda motor, seped4 becak,

sedangkan transportasi air sudah jarang digunakan, kec.ali hanya digunakan oleh

masyarakat yang berada di wilayah pinggir sungai Kahayan.

l. Data Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun pada Badan pusat

Statistik Kota Palangka Raya jumlah penduduk Palangka Raya tahun 2008 ada

l9l.0l4 orang, 50,58 % perempuan dan 49,42 % laki-laki. Berdasarkan luas

wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ad4 kepadatan penduduk

Palangka Raya tergolong jarang, dimana hanya ada sekitar 71 orang per km

perseginya.

Pembagian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki

94.391 orang dan perempuan 96.621 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel sebagaimana digambarkan berikut ini:

Tabel I
JUMLAH PENDUDUK Mf,NURUT JENIS KELAMIN

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah

I Pahandut 33.405 32.911 66.316

Sabangau 6.297 6.412 12.709

, Jekan Rava 47.051 50.360 97.411

4 Bukit Batu 6.082 5.596 I t.678

5 1.556 2.900

Total 94.391 96.623
Sumber: BPS Kota Palangka Raya Tahun 2008.

)

Rakumpit 1.344

t9r.0t4
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2. Jumlah Pemeluk Agama

Penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut agama yaitu:

Islarn, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu (Kaharingan) dan Budha.

Adapun mengenai rincian pemeluk agama di Kota Palangka Raya dapat terlihat

pada tabel berikut ini:

Tabel II
JUMLAH PEMELUK MASING-MASING AGAMA PER KECAMATAN

SE KOTA PALANGKA RAYA

Sumber: BPS Kota Palangka Raya Tahun 2008.

B. Gambaran Subjek Peoelitien

Sebelum penulis menggambarkan subjek dalam penelitian ini, terlebih

dulu penulis sajikan pelaksanaan pernikahan massal yang telah dilaksanakan.

Pernikahan massal ini dilaksanakan pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 3

April 2008. Pernikahan massal t€rcetus atas adanya asphasi dari masyarakat kelas

bawah, masyarakat ekonomi lemah yang tidak memiliki buku nikah yang

No. Kecamaten Jumlah
penduduk

Pemeluk Agama
Islam Protestan Katolik Hindu Budha

I Pahandut 66.316 jiwa 43.215 16.779 4.394 t.362 3e6

2 Jekan Raya 97.41 I jiwa 43.139 32.897 3.751 3.O79 I
J Sabangau 12.709 jiwa 10.200 700 600 400 300

4 Bukit Batu I 1.678 jiwa 7.026 3.454 453

Rakumpit 2.900 jiwa 818 r.362 28

Jumlah 191 .014 iiwa 104.398 8.733 5.766 1.005

300

5. 472

55.192
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dikarenakan nikah di bawah tangaq yang dikenal dengan nikah siri, atau ada juga

karena surat nikahnya terbakar atau hilang, untuk mendapatkan buku nikah.l

Aspirasi tersebut ditanggapi oleh Walikota Palangka Raya yang

menyambut baik dan meminta kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota

Palangka Raya sebagai panitia pelaksana penyelenggaraan kegiatan. Adapun

susuruln panitia pelaksana pernikahan massal, berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya Nomor:

Kd. I 5.06./2/0T.Ol.31437 12008 adalah sebagai berikut:

PENGARAH :WALIKOTAPALANGKARAYA
PENANGGI.INGJAWAB : I(AI(ANDEPAG KOTA PALANGKA RAYA
KETUA : Drs. H. MASDANI
SEKRETARIS :ABDULBASYIR,S.Ag.
BENDAHARA : MNDARTI, S. Ag.
SEKSI.SEKSI:
l. Seksi Sekraariat

a. Muhdianrnr, S. Ag.
b. M. Isnaini, S. Ag.
c. M. Arshori, S. Sos. I.
d. Drs. M. Mahbub
e. Fikri
f Mahmud, S. Ag.

2. Seksi Pendaflaran/Pelaksanaan Akad Nikah
a. Ka. KUA Kec. Pahandaut
b. Ka. KUA Kec. Jekan Raya
c. Ka. KUA Kec. Sabangau
d. Ka. KUA Kec. Bukit Batu
e. Ka. KUA Kec. Rakumpit
f. Seluruh Pembantu Penghulu

3. Seksi Perlengkapan
a. Muhamrnad, SHI
b. Bachtiar
c. Husaini, S. Ag.
d. Wahyr, S. Ag.

4. Seksi Keamanan/Kebersihan
a. Drs. H. Ivluharunad

2008"

rDepag Kota Palangka Raya, "Laporan Pernikahan Massal se Kota palangka Raya Tahun



b. Fathurrahman
c. Hasaini
d. Dedi Darrnadi

5. Seksi Konsunrsi
a. St. Rohana
b. Hartani
c. Drs. Supiani HK

6. Seksi Publikasi Dokumentasi
a. Ismail Marzuki, SE
b. Muhammad Nordin SE2

Selanjutnya mengenai gambaran subjek penelitian. pada penelitian ini

penulis mengambil sampel sebanyak 14 pasang suami istri dari 150 pasang suami

istri yang telah mengikuti nikah massal di kota palangka Raya. pengambilan

sampel tersebut menggunakan leknk purposive sampling, yakni memilih

responden untuk dijadikan sumber informasi dalam penggalian data dan fakta di

lapangan berdasarkan pertimbangan peneliti. Untuk lebih jelasnya akan penulis

uraikan mengenai subjek penelitian ini pada tabel berikut:

Tabel III
PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN PAHANDUT

Nama Pasangan
Wali DomisiliLaki-Laki Perempuan

I , 3 4 5
I Zainal Aril\n Ratna Dewi Hakim Jl. Flamboyant

Andi Bethel Emawati Hakim
3 Iwan Sari Hakim Jl. Kalimantan
4 Johansyah Atikah Hakim Jl. Flamboyant
5 Taufik Rahman Muslimah Hakim JI. Flamboyant
6 Sarkani Suciati Hakim Jl. A. Yani
7 Alfiansyah Isnawati Hakim

Rahmat Hakim JI. Flamboyant
9 Hamdani Norlina Nasab Jl. Flamboyant
l0 Kamran Hakim Jl. Datah Rami
ll Makhranie Masnawati Nasab Gg. Mandau
t2 Hasanudin Siti Fatimah Hakim Jl. Kalimantan
l3 Supiani Milda Nasab Jl. B. Merang

'tbid.
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I t 3 4
t4 Arbain Habibah Hakim Jl. B. Merang
t5 Taufik Supatmi Hakim Jl. B. Merang
t6 Arifm Nafisah Nasab Jl. B. Merang
l7 Rahmatullah Hatmah Nasab Jl. Bengaris
l8 Mahlan Jamalyah Nasab Jl. Damang Batu
l9 Suriansyah Murni Nasab JI. Pilau

Undung Sutamah Hakim Jl. Pilau
2l Wahyudin Nor Halimah Hakim Phd. Seberang
22 Kursani Hj. Taibah Hakim Phd. Seberang
23 Riduan Nor Sariati Hakim Phd. Seberang
24 Ujang Norhasanah Hakim Phd. Seberang
25 AMurrahman Markamah Hakim Phd. Seberang
26 Sapiah Phd. Seberang
27 Yusnani Nor Paridah Hakim Phd. Seberang
28 Salur Saudah Hakim Phd. Seberang
29 M. Bustami Nasab Phd. Seberang
30 Ali Wardani Sariyana N"sab Phd. Seberang
3t Nanang Norhidayah Hakim Phd. Seberang

Imam Sva'runi Saluh Nasab Phd. Seberang
JJ Norma Phd. Seberang
34 Sabri Norhayati Hakim Phd. Seberang
35 Samlan Norhayati Hakim Phd. Seberang
36 Hj. Imas Hakim Phd. Seberang
37 Azis Asiyah Nasab Phd. Seberang
38 Iman Nurjannah Nasab Phd. Seberang
39 Basran Siti Maryam Nasab Phd. Seberang
40 H. Hamdi Hj. Hasanah Hakim Phd. Seberang

Sumber: KUA Kecamatan Pahandut

Tabel IV
PESERTA NIKAH MASSAL KECAIVIATAN JEKAN RAYA

No. Nama Pasangan
Wali DomisiliLaki-Laki Perempuan

I , 3 5
I Madi iah Hakim Jekan Raya
2 Paul Masnah Nasab Jekan Rava
3 Ramang Syahdi Nurvita Hakim Jekan Rava
4 Galing Nor Ainah Nasab Jekan Raya
5 Edy Mistarsyah Rusnani Nasab Jekan Raya
6 Suriyadi Nova Angelina Nasab Jekan Raya
7 Ahmad Kenedi Noryati Nasab Jekan Rava
8 Mastan Ari Nasab Jekan Rava

50

5

20

Sheila Nasab

Zainab

)z
Zainor Nasab

H. Norman

4



5l

I , 3 4 5
9 Domoi Enten Hakim Jekan Raya
l0 Yagie Senie Hakim Jekan Raya
ll Ahmadi Nurhani Hakim Jekan Raya
t2 Suriamyah Srinati Hakim Jekan Raya
l3 Basriansvah Subrah Hakim Jekan Raya
14 Jodo Jambrah Hakim Jekan Rava
15 Ibul Wiwi Nasab Jekan Raya

Satri Siti Aisyah Hakim Jekan Raya
t7 Herdi Rustini Nasab Jekan Raya
l8 Atpriyadi Nana Hakim Jekan Raya
19 Normansyah Nor Patimah Hakim Jekan Raya
20 Muslihin Faridah Ariyani Hakim Jekan Rava
2t Diani Yamsih Hakim Jekan Rava
22 Fenny Sofuan Nurhayat ie Hakim Jekan Raya
23 Ruslan Megawati Hakim Jekan Raya
24 Ah. Yani Maimunah Hakim Jekan Raya
25 Muhamad Sa'i Hakim Jekan Raya
26 AMul Muin Amalivah Hakim Jekan Raya
27 Abu Samah Zakiah Hakim Jekan Raya
28 Hamdani Hakim Jekan Raya
29 AM. Muin Amalivah Hakim Jekan Raya
30 M. Aini Jamilah Hakim Jekan Raya
3l Akh. Ahmad Aini Agus Kartini Hakim Jekan Raya
32 Bahtiar Halimah Hakim Jekan Raya
JJ Aspandi Mariyana Nasab Jekan Raya
34 Budiansyah Pahriana Nasab Jekan Raya

Walivadin Fitriani L. Nasab Jekan Raya
36 Sarjono Sarimirawati Nasab Jekan Rava
37 Bahraini Kamsinah Hakim Jekan Rava

Mucsin Surianti Nasab Jekan Raya
39 Yurdani Atriyah Hakim Jekan Raya
40 Sarpani Sar'iyah Nasah Jekan Rava

Sumber: KUA Kecamatan Jekan Rava

Tabel V
PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN SABANGAU

No.
Nama Pasangan

Wali DomisiliLaki-Laki Perempuan
I , 3 4 5
I Maleno Icang Nomi Lincong Hakim B. Bengkel
2 Iskandar Sutarmi Nasab B. Bengkel
J Uyung Lisa Ratna Hakim B. Bengkel

l6

Rosita

Atikah

35

38
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I , 3 4
4 Dadang Heni Hakim B. Bengkel
5 Herdi Norsiah Hakim B. Bengkel
6 Abdullah Sariah Hakim B. Bengkel
7 Fitriyadi Dewiyana Hakim B. Bengkel
8 Abd. Rahman Nurminah Hakim B. Bengkel
9 Jumadi Rusini Nasab B. Bengkel
l0 Kliwon Fatmawati Nasab B. Bengkel

Mindan Sapni Irawati Nasab B. Bengkel
l2 Fahmnazi Rosita Nasab B. Bengkel
I3 Martinus Jumiati Nasab K. Baru
l4 Ruslan St. Mariani Nasab K. Baru
l5 Tambang Mayah Sari Hakim B. Bengkel
t6 Sarwani Jamilah Hakim B. Bengkel
l7 Mas.jam Muray Hakim B. Bengkel
l8 Jainal Abidin Patmawati Hakim B. Bengkel
l9 Juli S. Galib Bintang Mustika Hakim B. Bengkel
20 Enes Samidah Hakim B. Bengkel
2t Tuah Hermanto Ari Lusiana Hakim B. Bengkel
22 Suriansyah St. Rahimah Hakim B. Bengkel
23 Karyanto Fatmah Hakim B. Bengkel
24 Mastur Intan Hakim B. Bengkel

Marta Darmawati Hakim B. Bengkel
26 Ya Umar Sadiyem Hakim B. Bengkel
27 Kuat Rupiati Hakim Kelampangan
28 Firdaus Mahrita Ekawati Nasab K. Bangkirai

Joni Istiana Nasab Kelampangan
30 Sabirin Siti Fatimah Hakim B. Bengkel

Sumber: KUA Kecamatan Sabangau

Tabel VI
Pf,SERTA NIKAH MASSAL KECAIUATAN BUKIT BATU

No.
Nama Pasangan

Wali DomisiliLaki-Laki Perempurn
I 3 4 5
I Kimak Lamiang Hakim Marang
2 Lasri Yati Hakim Marang
t Aripin Hadibah Nasab Marang

Idie Sinta Hakim Marang
Katirin Senen Hakim Marang

6 Rusd iana Nasab Marang
7 Surian Miah IIakim Marang
8 Imel Mastiah Hakim Marang

II

25

29

)

4
5

Umar
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I , 4 5
9 Juhransyah Sumarti Nasab Marang
l0 Arbaen Norhaidah Nasab Marang
II Zulkifli Yeti Hakim Tbg. Tahai
12 Rahmadi Kusmiati Hakim Tbg. Tahai
l3 Enan Rohana Hakim Tbg. Tahai
14 Hairin Rusminie Nasab Tbg. Tahai
l5 Ginen Supartiah Hakim Tbg. Tahai
l6 Roidah Hakim Tbg. Tahai

Suwandi Surati Hakim Tbg. Tahai
l8 Ponatin Tukini Hakim Tbg. Tahai
l9 Edi Santoso Rahamawati Hakim Tbg. Tahai

Ramenan Hakim Tbg. Tahai
2t Basri Helmiatie Hakim Tbe. Tahai
22 Wawansyah Alsiah Nasab Tbg. Tahai
23 Untung Heny Hakim Tbg. Tahai
24 Yansen Sumiati Hakim Tbg. Tahai
25 Supamo Ngatini Hakim Tbg. Tahai

Sumber: KUA Kecamatan Bukit Batu

Tabel VII
PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN RAKI,]MPIT

No.
Nama Pasangan

Wali Domisi liLaki-Laki Percmpuan
I 3 4 5
I Rusnadi Nursiyah Hakim Rakumpit

Imuh Lukman Salbiyah Hakim Rakumpit
3 Supriadi Untung Ampung Hakim Rakumpit
4 Taufik Puspita Hety Hakim Rakumpit
5 Sabri Nur Ubay Hakim Rakumpit

Palil Yanti Hakim Rakumpit
7 Ahmad Gani Sonda Marlena Hakim Rakumpit
8 Gareng Rumini Hakim Rakumpit

Darwin Herlina Wati Nasab Rakumpit
l0 Ismail Demal Nor Janah Hakim Rakumpit
ll Muni Bakri Misbah Hakim Rakumpit
t2 Riowanto Putri Hakim Rakumpit
13 Murlan Norhalimah Hakim Rakumpit
t4 Nanang Raudah Nasab Rakumpit
l5 Harto Norhasanah Nasab Rakumpit

Sumber: KUA Kecamatan Rakumpit

3

Jamaludin
17

20 Juminah

2

2

6

9
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Adapun sampel yang diambil dari seluruh peserta tersebut sebanyak 14

pasang dari 150 pasang dengan proporsi I berbanding l0 per kecamatan se Kota

Palangka Raya sebagai berikut:

Tabel VIII
SAMPEL PENELITIAN

No. Kecamatan
Jumlah
Peserte

Sampel Inisial Sampel

I Pahandut 40 pasang 4 pasang AR & HA, SU & MI, TA & SU,
RA&rfl

2 Jekan Raya 4 pasang AB & MA, MN & AL,
HD&AT, MA&AM

Sabangau 30 pasang 3 pasang MA&NO,TU&AN,ru&BI
4 Bukit Batu 25 pasang 2 pasang JA&RO,ED&RW
5 Rakumpit l5 pasang I pasang IM&SB

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel 3-tabel 7.

C. Deskripsi Hrsil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis langsung mengadakan

wawarrcara dengan para subjek terkait dengan fokus penelitian. Wawarrcara

tersebut bertujuan menggali data dan fakta dalam mengungkap penyebab tidak

tercatatnya pemikahan para subjek sebelum mengikuti pernikahan massal. Selain

wawancara dengan para subjek, penulis juga melakukan wawancara dengan

beberapa respondeq yaitu salah satu panitia pelaksana nikah massal dan salah

satu pegawai KUA yang ada di kota Palangka Raya. Wawancara dengan salah

satu panitia pelaksana nikah massal bertujuan untuk mengetahui bagaimana

pelaksanaan pernikahan massal yang dilakukan dan menggali data-data yang

diperlukan. Wawancara dengan salah satu pegawai KUA bertujuan untuk

mengetahui bagaimana prosedur rnengurus buku nikalr, jikalau buku nikah telah

hilang dan pencatatan nikah yang dilakukan di luar pengawasan PPN. Dalam

40 pasang

J.



melakukan wawarrcara, banyak di antara para subjek adalah merupakan suku

Banjar, sehingga penulis melakukan wawancara dengan berbahasa Banjar.

Adapun hasil wawancara dengan para subjek adalah sebagai berikut:

1. Subjekl (Prsangrn AR & HA)

Identitas Subjek:

Inisial suami : AR

Umur : 32 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Jl. Bakung Merang

Inisial isri : HA

Umur : 29 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Penjual ikan

Alamat : Jl. Bakung Merang

Dalam wawancara langsung yang telah penulis lakukan terhadap

pasangan AR & HA. AR & HA mengatakan bahwa benar rnereka mengikuti

pernikahan massal yang dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya Tahun

2008. AR & HA mengetahui adanya nikah massal rnelalui salah satu pegawai

KUA yang ada di wiliayahnya. AR & HA tertarik mengikuti nikah massal

karena akan mendapat buku nikah baru.

Penulis menanyakan tentang pernikahan AR & HA sebelumnya dan

kenapa AR & HA tidak memiliki buku nikah. AR & HA menjawab bahwa
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mereka telah menikah sebelumnya dan resmi melalui KUA Pahandut Palangka

Raya sekitar tahun 2000. Pada waktu itu AR & HA telah memiliki buku nikah,

namun hilang. Hilangnya buku nikah tersebut, kata AR & HA karena rumah

tempat AR & HA tinggal dulu (sekarang pindah rumah) yang merupakan

tempat menyimpan buku nikah telah roboh karena badai ketika ditinggal pergi

ke pulau Jawa Hal ini terungkap seperti dalam petikan wawancara berikut:

Eeh, benar ikut. Ya, sudah menikah. Buku nikahnya ada tapi tinggal
satu, yang satunya hilang. Ilu ada buht nilahnya yqng pertamo.

Menikahnya sekitar tahun dua ribuan. Menikohnya di sini jua.
Alasannya itu pang hilang kartunya, dicari tapi dapat satu i&
Sedangkan yang dibutuhknn dua kan, kalau misalnya ada apa-apakan
jadi untuk itu lagi kami nikah. Yang madahi nikah massal bapa
Fahriansyah. Ni buku nikabrya yang dulu, hilangtya to gara-gara
waldu itu tu lan ditinggal pulang ke jowa, rumah itu ditinggal sendiri
disini. Jadi lami ndak tau kzadaan rumah disini akhirnya rumah itu
l<an ndak ada penunggunya, rumah itu ano lama kelamaan itu nah
ambruk sendiri. Jadi ini (buku nikah) ketimbun rumah itu yang ambruk
to. Jadi dicari akhirnya dapat satu ini ja, ntah dapat anak-anak leah

bita ndak tau. Ambrulotya itu kan malam, ada angin besar kata bapak
(ayah AR). Rumahnyalcan tinggi, na itu jadi hilang. Memang alasan
komi gitujuga, ow kolau gitu kata ano (Bapak Fahriansyah) kan lebih
baik nikah ulang ja ikut nikah massal ja. Masalahnya dia cari
berkasnya susah, pas melapor to. Memang ada-ada nama kamu to
tercantum di berkasnya, cuma susah cari berkasnya korena pindah
kantor semalam to kocar-lacir berkasnya. Ni dapat buku nikah nang
dulu ne pas sudah nikah massal ne jua.3

(Ya, benar kami ikut nikah massal. Kami sudah menikah, buku
nikahnya ada tapi hanya tinggal satu, yang satunya hilang. Buku nikah
yang pertama ada. Alasan kami ikut nikah massal itulah, hilang buku
nikahnya dicari tapi dapat satu saja. Sedangkan yang dibutuhkan buku
nikah dua-duanya, kalau misalnya ada urusan aPa-ap4 untuk itu kami
nikah lagi. Informasi pernikahan massal ini kami dapat dari Bapak
Fahriansyah. Ini buku nikah yang dulu, hilangnya dikarenakan rumah
yang ditempati dulu telah ambruk. Di runrah itu kami menyimpan buku

nikah yang dulu. Waktu itu rumah kami ditinggal pergi ke pulau Jawa.

Ambruknya pada malam hari, ada angin besar kata Bapak saya ( ayah

AR), karena rumahnya tinggi. Ketika melapor ke KUA, alasan kami

rWawancara dengan AR & HA, tanggal 28 Juni 2009
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seperti itu tadi. Jadi kami dianjurkan untuk ikut nikah massal saja,
supaya dapat buku nikah baru daripada susah-susah mencari
berkasnya. Dikatakan oleh pihak KUA, memang ada berkas kami
nikah dulu, tapi susah dicari berkasnya karena pindah kantor. Dapat
buku nikah yang dulu ini pun sesudah kami mengikuti nikah massal).4

Penulis melanjutkan wawancara. Untuk meyakinkan kebenaran

pernikahan AR & HA sebelumnya penulis menanyakan apakah benar-benar

nikah secara resmi, tidak nikah secara siri. AR & HA menjawab iy4 benar

telah menikah secara resmi dan tidak menikah siri. AR & HA menunjukkan

buku nikah yang dulu sebelum nikah massal. Dari pernikahan AR & HA

tersebut, AR & HA telah dikaruniai 2 orang anak.

2. Subjek II (Pasangan SU & MI)

Identitas Subjek:

Inisial suami : SU

Umur : 40 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Jl. Bakung Merang

Inisial istri : MI

Umur : 3l tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Bakung Merang

aTerjemah penulis
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Ketika penulis melakukan wawancara dengan pasangan SU & MI. SU

& MI membenarkan bahwa telah mengikuti pemikahan massal yang

dilaksanakan pada tahun 2008. SU & MI mengetahui adanya nikah massal

melalui salah satu pegawai KUA yang ada di wiliayahnya. SU & MI tertarik

mengikuti nikah massal karena akan mendapat buku nikah.

Penulis menanyakan tentang pernikahan SU & MI sebelumnya dan

kenapa SU & MI tidak memiliki buku nikah. SU & MI menjawab bahwa telah

menikah sebelumnya" tetapi hanya nikah siri seperti dalam petikan wawancara

berikut:

Ya umpat. Sudah nikoh baanu tu pang kada di KllA, nikah di bawah
tangan ja. Kami menikah dulu sekitar tahun 1998. Kami menikah
disini jua di bengkel situ di wadah H. Sarbani. Penghulunya H.
Sarbani, meninggal pang sudah sidin. lYali nikahnya mintuhaku.
Sal<sinya ada 2, Alpian lqwsn arwah ljai. Maharrya t0 ribu ja pang.
Anak kami sudah 3, anak nang tadahulu sudah ada l, beabah lain.
Dahulu nang asal to di KUA lalu bopisahan, bapisahan biasa ja kada
kc pengadilan. Imboh itukan jar labi nang dahulu mun handak belaki-
belaki aja jar, berarti lapas iddahnya lan, diijinkamya ja toh, lalu
nikah nang bawah tangan to. Lalu nang hanyar ne hanyar umpat
nikah massal handak mendapati surat kawin pang. Yang membawai
nikah massal to yo nang lamak-lamak pegawai KUA toh. Kalau nang
niiah siri to kebetulan kododa biayo juo, pas tabarungan kana
meleset. Beselamatan jua pang di rumah ne seadanya.s

(Benar kami ikut nikah massal. Sebelumnya kami sudah menikah,
tanpa melalui KUA, hanya nikah srri. Kami menikah siri dulu sekitar
tahun 1998. Kami menikah disini juga di bengkel situ di tempat H.
Sarbani. Penghulunya H. Sarbani, tapi sekarang beliau sudah
meninggal. Wali nikahnya mertuaku. Saksinya ada dua, yang pertama
Alpian dan yang kedua Ijai (alm). Mahamya cuma uang Rp. 10.000.
Kami sudah mempunyai anak 3, anak yang terdahulu sudah ada l,
punya ayah lain. Dahulu suami yang pertama itu nikahnya melalui
KUA, kemudian bercerai sendiri tanpa melalui pengadilan. Sesudah
itu, kata suami yang terdahulu kalau mau cari suami lagi, cari saja.
Berarti sudah lepas iddahnyakarL karena sudah diijinkan suami

tWawancara 
dengan SU & MI, tanggal 29 Juni 2009
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terdahulu. Karena sudah lepas iddahnya, lalu kami menikah srri,
kemudian kami ikut nikah massal supaya dapat surat nikah. Yang
mengajak ikut nikah massal itu ialah orang yang agak gemuk pegawai
KUA disitu. Kalau nikah sm kemaren kebetulan kami juga belum ada
biaya, karena usaha lagi tidak beruntung. Walaupun nikah siri kami
tetap mengadakan acara walimah di rumah ini juga tapi hanya
seadanya).o

Dari petikan wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa SU & MI

memang benr telah menikah tanpa melalui KUA. SU & MI menikah pada

tahun 1998 dengan penghulu H. Sarbani (alrn), wali nikah ayah kandung,

mahar Rp. 10.000 dengan saksi 2 orang (Alpian dan Ijai (alm)). Dari

wawancara tersebut juga terungkap bahwa sebenamya MI sebelum menikah

dengan SU adalah berstatus janda. Sebelumnya MI sudah pemah menikah

dengan orang lain dan resmi melalui KUA. Namuq karena sesuatu dan lain

hal Ml bercerai. MI bercerai begitu saja tanpa melalui pengadilan agama. Dari

pemikahan MI yang terdahulq MI telah dikaruniai seorang anak. Itulah

sebabnya mengapa pernikahan SU & MI tidak tercatat. Pertam4 MI telah

berstatus janda, namun tidak memiliki keputusan perceraian dari pengadilan

agama sehingga susah mengurus pernikahan kedua. Kedua" SU & MI memang

nikah srri. Selain itu, karena faktor kurangnya biaya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kedua terhadap MI

mengenai perihal pemikahan MI sebelum menikah dengan SU. Dalam

wawancara tersebut penulis gagal mendapatkan keterangan lebih lanjut,

karena MI terkesan menutupi perihal pernikahan dengan suami pertama.

Penulis hanya menyanyakan apakah masih ada buku nikah terdahulu. MI

6Terjemah penulis.



60

menjawab ada, namun telah lupa menyimpannya dimana, itupun sudah

dirobek fotonya.T

3. Subjek III (Pasangen TA & SU)

Identitas Subjek:

Inisial suami : TA

Umur : 34 tahun

Pendidikan : SD (tidak tama|

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Jl. Bakung Merang

Inisial istri : SU

Umur : 26 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan

Alamat : Jl. Bakung Merang

Dalam wawancara yang penulis lakukarl TA & SU membenarkan

bahwa telah mengikuti pernikahan massal. TA & SU menyatakan bahwa

sebelum mengikuti pernikahan massal, telah pemah menikah pada tahun 2000,

namun hanya secara srri tanpa dicatat oleh yang berwenang. Adapun petikan

wawancara penulis dengan pasangan TA & SU sebagai berikut:

IRT

Bujurai kami umpat. Eeh sudah menikah dulu pang, niknh di bawah
tangan lrami, jadi model meresmiakan pulang. Sebelum kerusuhan
rasanya kami menikah, sekitar tahun dua ribuan. di sini jua,
di wadah orang tua di mulca situ. Nang jadi penghulunya meninggal
sudah, ngaran sidin kada ingat pang lawas sudoh, wali nikahnya wali

TWawancara 
dengan Ml, tanggal 3 Juli 2009.



hahm dulu, sal<sinya ada betiga tapi orang jauh jua, lakan semua
salsinya, maharnya 10 ribu. Anak kami tiga sudah, termasuk baru
lahir. Kami menikah siri to memang sengaja, duitnya kadada, nikah
kumpul ja knda beramian banar, ada jua pang menyelamat. IJmpat
niluh massal to dibawai pa Fahri, supaya resmi jar. Di mata agana
bujur ja sah, tapikan di negara belum ano, belum sah. Nikah nang di
bawah tangan tadi kan tasarah aja membari kada batikas koya di
KUA, kani membari penghulu semalam 50 ribu, salcsinya 5 ribu
sorang.-

(Benar kami ikut. Ya sudah menikah dulu, nikah di bawah tangan, jadi
untuk meresmikan saja lagi. Kami menikah seingat kami sekitar
sebelum terjadinya kenrsuharl sekitar tahun 2000. Nikahnya di sini
juga, di ternpat orang tua di depan situ. Yang jadi penghulunya sudah
meninggal, nama beliau tidak kami tidak ingat karena sudah lam4 wali
nikahnya dulu adalah wali hakirn, saksinya ada tiga orang, laki-laki
rmua, dan maharnya l0 ribu. Kami sudah mempunyai tiga orang
anak, termasuk yang baru hhn. Kami menikah siri memang sengaj4
uangnya tidak ada begitu selesai nikah langsung kumpul tidak
mengadakan keramaian besar-besaran tetapi hanya kecil-kecilan Ikut
nikah massal diajak sama Pa Fahri, supaya resmi. Di mata agama
memang sudah sah tetapi di mata negara belum sah. Nikah yang di
bawah tangan tadi itu kan terserah kita saja mengeluarkan Uiay4 tiaat
ada patokan s€perti di KUA. Kami dulu memberi penghulunya Rp.
50.000, dan saksinya masing-masing Rp 5.000).e

Dari wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa pasangan TA & SU

mengakui mereka telah mengikuti pernikahan massal guna mendapatkan buku

nikah. Sebelum mengikuti pemikahan massal, mereka mengaku bahwa pemah

menikah secara sn dengan penghulq ada wali, ada saksi, dan ada mahar. TA

& SU beralasan bahwa memang pernikahan srri yang dilakukan adalah karena

disengaja dan tidak punya uang untuk menikah secara resmi melalui KUA. TA

& SU hanya menikah di runah orang tuanya, tidak mengadakan acara

walimah besar-besaran.

8Wawancara 
dengan TA & SU. tanggal 28 Juni 2009

'Terjemah penulis.

6l
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TA & SU berpandangan bahwa nikah di KUA dirasakan lebih mahal

ketimbang nikah srn. Nikah di KUA menurut mereka ada patokan harga,

sedangkan nikah srii terserah kepada orang yang nikah mau memberi berapa

saja. Dari pernikahan tersebut, TA & SU telah dikaruniai 3 orang anak.

Kesadaran hukum TA & SU dirasakan kurang menyadari betapa pentingnya

pernikahan itu harus dicatat dan dituangkan dalam buku nikah.

4. SubjekIV(Pesangrn RA & HT)

Identitas Subjek:

Inisial suami : RA

Umur : 34 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang ikan

Alamat : Jl. Bengaris

Inisial istri : HT

Umur : 32 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang ikan

Alamat : Jl. Bengaris

Wawancara dengan subjek keempat ini, penulis menanyakan

kebenaran bahwa RA & HT telah mengikuti nikah massal. Dari hasil

wawancara diketahui bahwa pasangan RA & HT juga benar mengikuti

pernikahan rnassal. Penulis pun melanjutkan dengan menanyakan alasan

mengapa RA & HT nrengikuti pemikahan massal. RA & HT rnenjawab bahwa
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roWawancara 
dengan RA & HT, tanggal l Z Juli 2009.

" Terjemah penulis.

benar mengikuti nikah massal tersebut karena buku nikah yang terdahulu telah

hilang, seperti dalam petikan wawarcara berikut:

Hah, ya bujurai kami umryl Sebelum umpat nilah massal sudah
nikah, anonya hilang, secara resmi jua di Kelayan dulu. Inya tran kami
bulang bulik Palangka Raya ne bekapalon, buhu nikahnya disimpan di
kapal to pang, jadi nya naran nang di kapal to kada teperhatiakan
lagi, rryakan kapal aja kadada motor, jadi apakah timbul hilong ja.
Kami menikah dulu tahun 1994. Anak lami yang hidup ada dua, yang
meninggal ada dua. Yang pertama yang ada ne 12 tahun. Jadi hilang
kaya itu pang di kopal kada tahu lagi dah buku nil<ahnya, melapor gin
kada lagi komi, jauh jua pang di Banjar sana, kami sudah menetap di
Palangka Raya.le. Jadi sampai wayah ini kada pernah ketemu lagi
buku nikahnya.to

(Ya benar kami ikut. Sebelum ikut nikah massal kami sudah pernah
nikah secara resmi, tetapi buku nikahnya hilang. Kami menikah dulu di
Kelayan. Kami itu kan pulang pergi palangka Raya ini dengan kapal
@eaagang dengan kapal), buku nikahnya di simpan di kapal itu. Jadi
yang narnanya di kapal itu tidak pernah diperhatikan lagi, jadi kenapa
tiba-tiba hilang begitu saj4 entah kenapa Kami menikah dulu pada
tahun 1994. Anak kami yang hidup ada dua, yang rneninggal juga ada
dy.a, ryng pertama umurnya 12 tahun. Jadi begitula[ buku nikahnya
hilang begitu saja di kapal itu, melapor pun kami tidak pernah, karena
jauh juga di Banjar san4 kami sudah menetap di palangka Raya ini.
Jadi sampai saat sekarang ini tidak pernah ketemu lagi' buku
nikahnya). "
Dalam petikan wawarrcara ters€but, terlihat RA & HT mengakui ikut

pernikahan nassal. RA & HT sudah pemah menikah sebelumnya dan resmi

melalui KUA di daerah Kelayan Banjarmasin. Sebelumnya RA & HT telah

mendapatkan buku nika[ namun karena kesibukan RA & HT dalam bekerja

bolak balik dari Banjarmasin ke Palangka Raya berdagang dengan kapal

menyebabkan hilangnya buku nikah pasangan ini. Tetapi RA & HT tidak

pemah lapor ke KUA asal dikarenakan Banjarmasin dirasakan jauh ditempuh



dari Palangka Raya. RA & HT telah menikah sebelumnya pada tahun 1994,

dan kini telah dikaruniai 2 orang anak yang masih ada serta2 orang anak yang

telah meninggal.

Berdasarkan wawancara pula, penulis melihat adanya kesadaran

hukum dari RA & HT ini. RA & HT menyatakan betapa pentingnya buku

nikah demi nrenjaga kebenaran status pernikaharL rnaupun untuk kepentingan

urusan administratif di masyarakat. Kepentingan administratif tersebut di

antaranya berguna untuk pembuatan akta kelahiran anak, kepentingan

kependudukarq maupun untuk bepergian. Ini terlihat dalam petikan

wawancara bertkut: "Eeh penting buku nilcah to, misalnya sagan buhi kami

memang bujur sudah manikoh, kaena pulang misalnya sagan maurus aha

kelahiran anah imbah itu pulang kaloai kami kawa jua tulak haji. " (ya

p€nting buku nikah itu, misalnya untuk bukti kebenaran pemikahan kami,

nanti misalnya untuk keperluan urusan akta kelahiran anak, terus seandainya

kami bisa berangkat haji).

5. Subjek V (Pesangan AB & MA)

Identitas Subjek:

Inisial suami : AB

Umur : 48 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Sakan III

Inisial istri : MA

64
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Umur

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

47 tahun

SD

Jl. Sakan III

Wawancara dengan pasangan AB & MA, diperoleh keterangan bahwa

AB & MA juga membenarkan telah mengikuti pemikahan massal. AB & MA

melalui penghulu kampung, seperti dalam petikan wawancara berikut:

Eeh ya ai kami umpat nikah massal, itu adaja Jbtonya toh. Jadi nikah
massal to mendapati surat kawin. Mkalnya handak beolah aha anak
segala to tapakai. Sebelum umryt nikah massal knmi sudah pernah
nikah, melalui penghulu kampung tapi kada dapat surat nileahnya.
Kami nikahnya sekitar tahun 1980 di Rantau Banjarmasin. Penghulu
lcampungnya to penghulu Asri ngarannya, wali nikohnya ayah
kandung, soluinya sama poda penghulu ja, inya ada penghulu tuha
ada penghulu anum, maharnya Rp 4.500 haja dulu to. Anak kami
ampat orang sudah, yang pertama lahir tahun 1982. Jadi dahulu to
kada pong larang surat nikah, tapi kada diurus banaram jadi ladada
surat nikahnya. Kalou kadada surat kawin ne kom ngalih banar
handak berurusan macqm-mocam kcya mendaftarkan anak sekolah
segala.t2

(Ya benar kami ikut nikah massal, itu tbtonya pun masih ada. Jadi,
nikah massal itu ialah untuk m€ndapatkan buku nikah. Misalnya mau
membuat akta kelahiran anak, itu harus ada buku nikah. Sebelum ikut
nikah massal kami sudah pernah menikah melalui penghulu kampung,
tetapi tidak ada buku nikahnya. Kami menikah sekitar tahun 1980 di
daerah Rantau Banjarmasin. Penghulunya bernama Asri, wali nikahnya
ayah kandung, saksi adalah penghulu jug4 karena ada penghulu tua
dan p€nghulu muda. maharnya cuma Rp 4.500 waktu itu. Kami sudah
mempunyai empat orang anak, anak yang p€rtama lahir tahun 1982.
Jadi dahulu itu sebenamya tidak mahal biaya untuk membuat buku
nikah, tetapi karena tidak diurus saja sehingga kami tidak punya buku
nikah. Kalau tidak ada buku nikah ini sangat susah untuk mengunrs
segala sesuatu sep€rti mendaftarkan anak untuk sekolah).'3

Tukang urut

r2Wawancara 
dengan AB & MA, targgal 23 Juli 2009

''Terjemah penulis.

tidak memiliki buku nikah dengan alasan karena nikah sebelumnya hanya
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Dari wawancara tersebut, terungkap bahwa alasan tidak adanya buku

nikah AB & MA ini adalah karena tidak menikah melalui KUA. AB & MA

hanya menikah melalui penghulu kampung. AB & MA menikah pada tahun

1980 di Rantau Banjarmasiq dengan penghulu bernama Asri, saksinya pun

ada, wali nikah ayah kandung, dan mahar Rp 4.500. Selain itu pul4 AB & MA

memang sengaja tidak mengurus buku nikah, padahal waktu itu untuk

mengurus buku nikah tidak membutuhkan biaya yang banyak.

Dari wawancara tersebut pul4 terlihat adanya kesadaran hukum dari

pasangan AB & MA ini walaupun masih dirasakan kurang. AB & MA

menyadari pentingnya buku nikah hanya untuk kepentingan administratif

s€perti pembuatan akta kelahiran anak dan untuk mendaftarkan anak dalam

mengikuti pendidikan di sekolah.

6. SubjekYI (Pesengen MN & AL)

Identitas Subj€k:

Inisial suami : MN

Umw : 52 tahun

Pendidikan : MI

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Sakan VI

Inisial istri : AL

Umur : 50 tahun

Pendidikan : MI

Pekerjaan : IRT
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Alamat : Jl. Sakan VI

Dalam wawarrcara kepada pasangan MN & AL, diperoleh keterangan

bahwa MN & AL juga mengikuti pernikahan massal. Adapun petikan

wawancara perulis dengan MN & AL sebagai berikut:

(Kami ikut nikah massal kemarin. Banyak orang yang ikut sekitar 150

pasang kalau tidak salah. Banyak juga keuntungan ikut dahulu,
umpamanya nanti kita akan memasukkan anak sekolah, bikin akta
anak mudah. Sebelum ikut nikah massal kami sudah pernah menikah
sebelumnya. Nikahnya secara resmi juga, namun terlalu lama tidak
diambil buku nikahnya di kampung sama penghulunya, aku ini orang
Halabiu. Kalau dahulu itu nikahnya di rumah saja, namun resmi
dengan penghulu, ada catatannya jugq cuma terlalu lama tidak diambil
sama penghulu, dicari penghulunya sudah tidak ada (meninggal),
sudah dua sampai tiga kali berganti penghulu. Kami menikahnya di
daerah Amuntai kecamatan Sungai Pandan Alabiu. Berhubung disini
ada nikah massal maka kami ikut. Kami nikah dahulu kalau tidak salah
pada tahun 1974 akhk).ts

MN & AL membenarkan telah ikut nikah massal pada tahun 2008

bulan April. MN & AL, seperti dalam wawancara di atas mengatakan bahwa

sebelum mergikuti nikah massal sudah pernah menikah melalui penghulu

kampung. MN & AL m€ngatakan bahwa pernikalran yang terdahulu juga

raWawancara dmgan MN & AL, tanggal 23 Juli 2009.
ItTerjemah penulis.

UmN ai semalam nikah massal. Banyak orongnya sekitar 150
orangan rasdnya. Banyak .iua unlungnya ano ai kaya itu umpat
dahui4 umpamanya hta kaena hanilak maano anak buah sakolah,
baolah aktanya nyaman. Sebelum umpat nikah massal ktmi sudah
nikah badahulu, nikahnya nikah rasmi jua, cuma kalawasan kada
taambil buht nikahnya di kampung lawan penghulu, aku ne orang
Halabiu. Ada bahari nikahnya di rumah ja, tapi resmi lawan penghulu,
ada catqlannya jua, cuma kelawasan kads diambil lowan penghulu,
dicari kadada penghulunya mati sudah dua liga kali baganti. Kami
nikahnya dulu di daerah Amuntai tapi kecamatctnnya kccamatan
Sungai Pandan Alabiu. Berhubung disini ada orang nikah massal kami
umryti. Kami nilrah dahulu rosanya kada salah tahun 1974 akhir.ta
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pernikahan yang resmi, ada catatan nikahnya. Namun sampai saat MN & AL

mengikuti nikah massal buku nikah terdahulu tidak pemah diambil kepada

penghulu tempat MN & AL menikah dulu. Pemikahan MN & AL yang

terdahulu diperkirakan pada tahun 1974 akhir. Jadi alasan MN & AL tidak

memiliki buku nikah pada pernikahan sebelumnya adalah karena tidak pemah

diambil kepada penghulu.

Untuk pasangan MN & AL ini kesadaran hukumnya juga dirasakan

masih kurang. MN & AL hanya melihat bahwa dengan adanya buku nikah

dapat membuat akta kelahiran anak dan dapat menyekolahkan anak di sekolah

yang mensyaratkan adanya akta kelahiran anak.

?. Subjek VII (Pasangan HD & AT)

Identitas Subjek:

Inisial suami : HD

Umur : 42 tahun

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

Inisial istri

Umur

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

SD (idak tamat)

Tukang Becak

Jl. Mendawai VII

:AT

: 29 tahun

: SMP

: IRT

: Jl. Mendawai VII
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Hasil wawancara dengan pasangan HD & AT, diketahui HD & AT

juga mengikuti nikah massal, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

Jadi persyaratannya semalam to potokopi KTP, kartu keluarga iya jua.

Nang ngarannya nikah ulang kan itu pang sekedar mencari surat
nikahrrya, siapa tahu kolau ada raiaki kowa tulak haji juo toh soalnya
yang dicari surat nikah jta dulu. Naa makanya kami memasuki nikah
massal korena sural nikah nang tadahulu to tabakar pas kebalaran di
Flamboyant. Dua-duanya tabakar semalam to, aht kan lagi dulu
begawi menyupir, mamanya pulang kc Banjar, jadi surat nikah

ditinggal apa segala, ngaran kita nang nunggu rumah, TY segala,

tabungan Rp 1.500.000 tabakar jua gara'gdra dilinggal. Pas tabal<ar

semalam to kada melapor pang ke KUA nang asal. Kami nikahnya di
Baniarmqsin tahun l99l tepatnya di wilayah Pasar Jati Astambul-'"

(Jadi persyaratannya dulu itu adalah lbtokopi KTP dan kartu keluarga
juga. Yang namanya nikah ulang, itu sekedar untuk mendapatkan buku
nikahnya saj4 siapa tahu kalau suatu saat ada rezeki bisa berangkat

haji, masalahnya yang dicari itu buku nikah juga. Oleh karena itu,
kami ikut nikah massal karena surat nikah yang terdahulu terbakar saat

kebakaran di Flamboyant. Dua-duanya dulu itu yang terbakar, aku kan
lagi kerja jadi sopir, ibunya pulang ke Banjar, jadi surat nikah dan

yang lain-lain ditinggal, TV juga dan tabungan Rp 1.500.000 terbakar
juga gara-gara ditinggal rumah kami. Saat buku nikah kami terbakar,

kami tidak melapor ke KUA yang semula. Kami menikahnya di
Banjarmasin tahun l99l tepatnya di wilayah Pasar jati Asambul)'"

Dari petikan wawancara ters€but, HD & AT memang benar mengikuti

pernikahan rnassal. HD & AT mengikuti nikah massal bertujuan untuk

mendapatkan buku nikah kembali. HD & AT mengatakan bahwa telah pernah

menikah secara resmi sebelumny4 dan mempunyai buku nikah. HD & AT

mengatakan buku nikah yang terdahulu telah ikut terbakar saat terjadi

kebakaran di Flamboyant tempat tinggal HD & AT dulu. Bukan hanya buku

nikah yang terbakar, harta benda pun juga habis terbakar. Setelah terjadi

r6Wawancara dengan HD & AT, tanggal 2l Juli 2009
rTTerjemah penulis.
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kebakaran itu, HD & AT tidak pernah melapor ke KUA semula. HD & AT

telah menikah sebelumnya pada tahun l99l di Pasar Jati Astambul.

Dari petikan wawancara dengan pasangan HD & AT ini terlihat pula

bahwa kesadaran hukum yang HD & AT miliki dirasakan masih kurang. HD

& AT mengatakan bahwa buku nikah yang didapatkan tersebut hanya untuk

digunakan apabila suatu saat dapat berangkat haji.

8. Subiek VIII (Pasangan MU & AM)

Identitas Subj€k:

Inisial suami : MA

Umur : 47 tahun

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

Inisial istri

Umur

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat : Jl. Mendawai VII

Subjek kedelapan ini, pasangan MA & AM, juga membenarkan telah

mengikuti pemikahan massal. MA & AM mengikuti pemikahan massal

karena buku nikah yang terdahulu telah hilang karena terbakar, seperti dalam

petikan wawancara berikut:

SD (tidak tamat)

Penjual Pentol

Jl. Mendawai VII

AM

: 36 tahun

: SMP

: IRT
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Eeh bujur haja kami umpat nikah massal, to nah gambarnya. Kalau
sebelum umpat nikoh massal l(ami manikah badahulu cuma kan
anonyq surat nikahnya hilang nang bahari, inya bakas kebakoran
pang, hilangan, jadi bunyi ada penerimaan nikah massal penghulu sini
lalu kami mendaJiar jua. Kami dulu manikoh lewat KUA jua di Banjar
sana sekitar tahun 1987, apa anak kami yang pertama to sudah 2l
lahunan yo. Jokanya ada surat-surot nikah nang tadahulu to mungkin
lrani kada umpat nikah massal lagi pang, lan ano gasan Wrsyaratan
kalo naik haji, beolah aha kelahiran anak segala. Kami beisi anak
tiga sudah. Kami kada pernah pang melapor ke KUA nang asal surat
nikah nang tabakar to, ngaran nang sudah tuha jua pang, gasan apa
jua. Ne buku nikah yang wayah ini ada sudoh. Jadi semalam to nikah
ulang ai koya biasajua bewsli besaksi.tt

(Ya benar saja kami mengikuti pernikahan massal, itu ada lbtonya.
Kalau sebelum mengikuti nikah massal kami sudah pernah menikah,
tapi surat nikahnya hilang yang dulu itu, hilangnya gara-gara terjadi
kebakararl jadi ada kabar akan diadakan nikah massal kata penghulu
disini, kemudian kami mendaftar juga. Dahulu kami menikah melalui
KUA juga di Banjar sana sekitar tahun 1987, kan anak kami yang
pertama itu sudah berumur 2l tahun. Seandainya masih ada buku nikah
yang dahulu itt1 mungkin kami tidak ikut nikah massal lagi, siapa tahu
buat persyaratan berangkat haji, dan juga untuk membuat akta
kelahiran anak. Kami sudah mempunyai anak tiga orang. Kami tidak
pemah melapor ke KUA yang semula mengenai buku nikah yang
terbakar itu, yang namanya sudah tua jug4 untuk apa juga. Ini buku
nikah yang sekarang sudah ada. Jadi kemarin itu nikah ulang saja sama

seperti pernikahan yang sebenamya ada wali dan saksi).re

Dalam wawancara tersebut, yang menjadi alasan MA & AM mengikuti

pernikahan nnssal adalah adanya rnotivasi untuk mendapatkan buku nikah

kembali. Sebelum mengikuti pernikahan massal seknamya MA & AM telah

menikah secara resmi dan memiliki buku nikatu namun telah hilang. MA &

AM menikah pada tahun 1987 di KUA daerah Banjarmasin. MA & AM

menjelaskan hilangnya buku nikah terdahulu dikarenakan terbakar bersama

rEWawancara dengan MA & AM, tanggal 2l Juli 2009.
reTerjemah penulis.
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rumah MA & AM yang dahulu. Dari pernikahan MA & AM tersebut telah

dikaruniai tiga orang anak.

Pasangan MA & AM ini dirasakan juga masih kurang menyadari

betapa pentingnya buku nikah. Dari petikan wawanc.ua tersebut MA & AM

mengatakan bahwa buku nikah yang didapatkan ters€but berguna hanya untuk

membuat akta kelahiran anak dan untuk persyaratan berangkat haji. Selain itu

pula IV[{ & AM sudah merasa tu4 jadi kurang memerlukan lagi buku nikah.

9. SubjekIX (Prsengrn MA& NO)

Identitas Subjek:

Inisial suami : MA

Umur : 5l tahun

Pendidikan : SMU

Pekerjaan : PNS

Alamat : Berang Bengkel

Inisial istri : NO

Umur : 50 tahun

Pendidikan : SMU

Pekerjaan : PNS

Alamat : Bereng Bengkel

Subjek ke-9 ini adalah pasangan MA & NO yang berprofesi sebagai

PNS. Penulis melakukan wawancara lebih mudalL dengan rnenggunakan

bahasa Indorrsia. MA & NO juga mengatakan bahwa telah mengikuti

pemikahan rnassal, seperti dalam kutipan wawancara berikut:
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Ya ikut. Sebelum mengikuti nikah massal, kami sudah pernah nikah
tahun 1980. Kami nikah secara resmi di KUA Tangkiling waktu
Fahrurrazi. Jadi ada saja buku nikah yang dulu, tapi terbakar ikut
perunnhan guru tahun 1987. Kami sudah pemah lapor ke Tangkiling,
cuma oleh orangnya pinda[ jadi biar saja memakai keterangan
kebakaran bis4 untuk kepentingan PNS segala kenaikan pangkat bisa.
Alharndulillah pas ada nikah massal kami ikut. Kami ikut nikah massal
itu dicatatnya sejak tanggal ikut nikah massal, tidak mengikuti tanggal
pemikahan terdahulu. Anak kami sudah 3 o"ang, yang p€rtama
umurnya 24 tahun. Yang memberitahu kami untuk ikut nikah massal
adalah ibu Mujibah KUA Sabangau.2o

Dari petikan wawancara tersebut, terlihat memang benar MA & NO

mengikuti pernikahan massal. MA & NO mengatakan tertarik untuk

mengikuti nftah massal karena untuk mendapatkan buku nikah kembali.

Sebelum mengikuti pemikahan massal, MA & NO telah menikah secara resmi

dan memiliki buku nikah di KUA Bukit Batu Tangkiling pada tahun 19g0.

Namun sekitar tahun 1987 buku nikah MA & NO ikut terbakar bersama

perumahan guru yang MA & NO tempati.

MA & NO sudah pernah melapor ke KUA, namun pegawai pencatat

yang dahulu telah pinda[ jadi hanya menggunakan surat keterangan terbakar

saja. MA & NO mengatakan bahwa untuk kepentingan pNS seperti kenaikan

pangkat masih bisa menggunakan surat keterangan kebakaran. MA & NO

sebagai orang yang berpendidikan dan sebagai seorang pNS menyadari betul

betapa pentingnya buku nikah.

10. Subjek X (Pasangan TU & AN)

Identitas Subjek:

Inisial suami : TU

z0Wawancara 
dengan MA & NO, targgal 4 Juli 2009.
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Umur

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

Inisial istri

Umur

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

34 tahun

SD

Nelayan

Bereng Bengkel

AN

29 tahun

SMP

IRT

Bereng Bengkel

Pasangan TU & AN ini juga membenarkan bahwa telah mengikuti

pemikahan massal. TU & AN mengatakan sebenarnya telah memiliki buku

nikah namun hilang, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

Eeh umpat. Sebelum nikah massal kami sudah nikah, tapi karena
hilang surat nikahnya umpat lagi, soalnya ngalih jar mun kadada
surat nikah, meoiah ake kaya itu. Kami menikah secara resmi jua di
KUA Sampit sana. Kami menikah tahun 1997. Status ltami dulu
sebelum menikah itu jejaka dan perawan. Hilangnya buku nikah kami
wahu pas krusuhan di Sampit tahun 2000, oleh nang ditinggal runah
nang di Sompit to kon kcsini, kan nang ngarannya kada dibowa to nah,
mun nang orqng masuk-masuk meambil barang, jadi kada tahu ai lagi.
Kami kada pernah melapor pang semalam to ke KIIA Sampit. Jadi
yang mendatanya lami umpat nikah massal to ibu Mujibah. Oleh nang
beisi anak ne kan ngalih hondak beolah alde anak mun kadada bubu
nikahnya. Kqmi beisi anak 2, yang pertama umurnya menjalan sebelas
tahun-71

(Ya ikut. Sebelum nikah massal kami sudah menikah, tapi karena
hilang surat nikahnya maka kami ikut nikah massal. Masalahnya susah
kalau tidak ada surat nikah, seperti membuat akte. Kami menikah
secara resmi juga di KUA Sampit. Kami menikah tahun 1997 dengan
stalus jejaka dan perawan. Hilangnya buku nikah kami dikarenakan
adanya kerusuhan yang terjadi di Sampit pada tahun 2000, oleh karena

2rWawancara 
dengan TU & AN, tanggal l5 Juli 2009.
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ditinggal rumah yang di Sampit itu ke sini, buku nikahnya tidak
sempat terbawa, orang-orang banyak masuk menjarah, jadi sudah tidak
tahu lagi kami. Kami tidak pemah melapor ke KUA Sampit perihal
hilangnya buku nikah itu. Jadi yang memberitahu dan mendata kami
untuk ikut nikah massal ini adalah ibu Mujibah. Oleh karena kami
telah mempunyai anak ini kan susah membuat akta kelahiran kalau
tidak ada buku nikahnya. Kami su,l4h mempunyai anak 2, yang
pertirnm umurnya sudah sebelas tahun).22

Dari kutipan wawancara tersebut, TU & AN mengakui bahwa telah

mengikuti pemikahan massal. Motivasi TU & AN mengikuti nikah massal

adalah untuk mendapatkan buku nikah kembali, karena buku pernikahan TU

& AN sebelurmya telah hilang. Hilangnya buku nikah TU & AN dikarenakan

adanya kerusuhan di Sampit sehingga menyebabkan TU & AN mengungsi ke

tempat TU & AN sekarang, dan buku nikah TU & AN tertinggal di Sampit

dan hilang.

Pasangan TU & AN ini dirasakan juga kurang memahami pentingnya

buku nikah. TU & AN mengarakan bahwa buku nikah yang dimiliki itu hanya

digunakan untuk pembuatan akta kelahiran anak, seperti dalam petikan

wawancara tersebut di atas: '.Kami telah mempunyai anak ini kan susah

membuat akta kelahiran kalau tidak ada buku nikahnva".

11. Subjek XI (Pasangan JU & BD

Identitas Subjek:

Inisial suami : ru
Umur : 50 tahun

Pendidikan : SMIp

22Terjemah penulis
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Pekerjaan : Pedagang keliling

Alamat : Bereng Bengkel

Inisial istri : BI

Umur : 37 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : IRT

Alamat : Bereng Bengkel

Wawancara dengan pasangan JU & BI didapat keterangan bahwa JU &

BI juga mengikuti pernikahan massal seperti kutipan wawancara sebagai

berikut:

Iih benar ja, di Palangka Raya. Sudah nikah dulu to, tapi leadada surat
nikahnya apa kada dianoi penghulu. Nikah secara resmi dulu to tapi
melalui penghuiu sini ja. Kami nikoh dulu sehtar tahun 1990.
Nikahnya di sini jua, penghulunya l{ahyuni, wali nikahnya aboh,
saksinya ada 2 orang, maharnya duit ja semalam to. Status kami
sebelum nikah dulu bujang sama bujang. Anak kami ampat sudah,
yang perlama 17 tahun umurrrya. Yang membawai kami umpat nikah
massal to binian di Kalampangan, kada ingat jua ngarannya.23

(Ya benar, di Palangka Raya. Dulu kami sudah nikatq tapi tidak ada
buku nikahnya karena tidak dikeluarkan oleh penghulu. Dulu itu
nikahnya secara resmi tapi hanya melalui penghulu sini saja. Kami
menikah dulu sekitar tahun 1990. Nikahnya di sini jug4 dengan
penghulu yang bernama Wahytni, wali nikah ayah kandung, saksi dua
orang, dengan mahar uang tunai. Status kami waktu nikah dulu adalah
jejaka dan perawan. Kami sudah mempunyai 4 orang anak, yang
pertarna umurnya 17 tahun. Yang mengajak kami ikut nikah massal itu
perenpuan di Kalampangan, tidak ingat juga siapa namanya).24

Dari petikan wawancara tersebut, terlihat bahwa alasan pasangan JU &

2rWawancara dengan JU & BI. tanggal l5 Juli 2009
'"Terjemah penulis.

BI ini mengikuti pemikahan massal dikarenakan tidak memiliki buku nikah.
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ru & BI hanya menikah melalui penghulu setempat yang bernama Wahytni,

dengan wali nikah ayah kandung, 2 orang saksi dan mahar uang tunai. Dari
pemikahan JU & BI itu, JU & BI telah

anak yang perftma sudah l7 tahun.

dikaruniai 4 orang anak dengan umur

Ketika penulis menanyakan tentang pentingnya buku nikah. JU & BI
tidak mengetahui dan bingung harus menjawab apa. JU & BI terdiam seperti

dalam kutipan wawancara berikut: ..Menurut 
bapak dan ibu apa pentingnya

buku nikah? Em....apa ya, tidak tahu,,. Terhadap pasangan JU & BI ini
penulis melihat tidak adanya kesadaran hukum.

12. Subjek XII (pasengan JA & RO)

Identitas Subjek:

Inisial suami : JA

Umur : 5l tahun

Pendidikan : SMp

Pekerjaan : pedagang

Alamat : Jl. Cilik Riwut krn 29

Inisial istri : RO

Umur : 47 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Cilik Riwut km. 29

Saat penulis datang ke rumah pasangan JA & RO dan menjelaskan

maksud kedatangan penulis. JA & RO langsung menjelaskan betapa



pentingnya buku nikah. Kemudian penulis melanjutkan dengan pertanyaan

seputar pemikahan mereka. JA & RO membenarkan telah mengikuti

pemikahan massal, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

Surat nikah itu kan Penting, kita mau daftar pegawai ya itu pakai surat

nikah, mau ke bank pakai surat nikah, bikin akte kelahiran juga Benar

ikut nftah massal, ada foto-foto ko. Sebelum mengikuti nikah massal

dulu sudah pernah menikah secara resmi, tetapi buku nikahnya sudah

rusak tidak bisa dibaca duaduanya. Fotonya sialia ngga ada, tinggal

bekas fotonya saja yang ada. Ketika kami mau membuat akte kelahiran

anak, buku nikah itu ditolak karena sudah rusak tidak dapat terbaca

lagi. Kami malah disuruh mencari buku nikah baru. Dan Alhamdulillah
udu aaru nikah massal. Kami menikah dulu sebelumnya sekitar tahun

1979 di Surabaya sana. Yang mengajak nikah massal pa KUA. Kalau

buku nikah yang dulu masih ada" tapi sulit dicari, udah ngga

diperhatikan lagi.2s

Dari hasil wawancara tersebut, JA & RO memang benar telah

mengikuti pernikahan massal. JA & RO beralasan bahwa buku nikah yang

dahulu dua-duanya telah rusak dan tidak bisa dibaca lagi. Pada suatu saat JA

& RO mau membuat akte kelahiran anak, tetapi ditolak karena buku nikah

yang JA & RO punya telah rusak. Oleh sebab itulah JA & RO mengikuti

pernikahan rnassal. JA & RO sebelumnya telah pemah menikah secara resmi

melalui KUA di daerah Surabaya pada tahun 1979.

JA & RO ini terlihat sekali menyadari betapa pentingnya buku nikah'

JA & RO mengatakan pentingnya buku nikah terkait dengan beberapa bidang

administratif seperti untuk pendaftaran pegawai, syarat administratif berurusan

ke Bank, dan untuk syarat pembuatan akta kelahiran anak. Penulis

berpandangan JA & RO ini juga dirasakan masih kurang sadar terhadap

hukum. Terlihat JA & RO rnengatakan pentingnya buku nikah hanya untuk

2rWawancara dengan JA & RO, tanggal l4 Juli 2009

78
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persyaratan administratif saj4 belum menyentuh kepada keabsahan

pemikahan JA & RO, misalnya untuk bukti kebenaran pemikahan.

13. Subjek XIII (Pesangan ED & RW)

Identitas Subjek:

Inisial suami : ED

Umur : 42 tarhun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Cilik Riwut kn 31

Inisial istri : RW

Umur : 32 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Cilik Riwut krn 3l

Wawancara dengan subjek ke-13 ini, yaitu pasangan ED & RW. Dari

pasangan ini diketahui bahwa ED & RW juga telah mengikuti pernikahan

massal, seperti dalam petikan wawancara berikut:

Di sini ini pernah kemalingan, makanya kami nikah massal lagi. Habis
semua dicuri, buku nikahnya hilang juga. Ya benar kami ikut nikah
massal. Sebelum mengikuti nikah massal sudah pemah menikah secara

resmi, oleh hilang buku nikahnya. Sekitar tahun 2000 kami menikah
dulu di KUA Kasongan. Hilangnya yaitu gara-gara kemalingan itu.
Anak kami ada dua, empat pang semuanya. Bapanya dua, aku dua.
Empat aja, ,tasraz. Sebelumnya kami sudah sama-sama pemah
menikah. Bapaknya sudah pernah menikah cuma istrinya meninggal.
Kalau aku sudah menikah tapi di Jawa sana suamiku, pisah. Ya duda
dan janda gitu aja, ya toh. Kalau sama suamiku yang di Jawa sana

sudah lama pisahnya pada tahun 1999, pisahnya pun pisah begitu saja
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tanpa lewat pengadilan. Nikahnya yang dulu itu sama-sama resmi,
bapanya resmi dan aku juga resmi.26

Saat penulis menjelaskan maksud kedatangan penulis, ED & RW

langsung memberikan respon yang baik. ED & RW menjelaskan bahwa di

rumah ED & RW pernah terjadi pencurian sehingga menyebabkan buku nikah

ikut hilang. Hilangnya buku nikah itu menyebabkan ED & RW tertarik untuk

mengikuti pemikahan massal. Penulis pun melanjutkan dengan menanyakan

keabsahan pernikahan dan kapan ED & RW menikah sebelumnya. ED & RW

menjawab bahwa pernikahan sebelumnya adalah pernikahan resmi melalui

KUA Kasongan pada tahun 2000.

Ketika penulis menanyakan tentang anak dari ED & RW, terjadi suatu

kejanggalan jawaban. ED & RW ternyata berstatus duda dan janda sebelum

menikah. ED sudah pernah menikah secara resmi dan mempunyai 2 orang

anak, namun istrinya yang dulu telah meninggal. Kemudian RW juga pemah

menikah secma resmi, namun berpisah begitu saja dengan suaminya yang

dulu. RW meninggalkan suaminya yang sekarang berada di pulau Jawa.

Dalam pernikahan ED & RW sekarang, ED & RW telah dikaruniai 2 orang

anak.

14. Subjek XIV (Prsrngen IM & SB)

Identitas Subjek:

Inisial suami : IM

Umur : 59 tahun

26Wawancara dengan ED & RW, tanggal l4 Juli 2009
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Pendidikan : SD

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Kelurahan Pager

Inisial istri : SB

Umur : 54 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : IRT

Alamat : Kelurahan Pager

Wawancara dengan subjek terakhir ini pasangan IM & SB juga

membenarkan bahwa mengikuti pernikahan massa[ seperti dalam petikan

wawarrcara berikut:

\ikah massal tahun 2008 itu benar kami ikut. Kami sudah pernah

menikah sebelum ikut nikah rnassal. Menikahnya sebetulnya resmi,
tapi karena dahulu-dahulu itu kantor KUA-nya kan di Kasongan, dari
Kasongan dikirim ke Palangka Raya jadi sampai kami punya anak 5
dulu kan dicari berkasnya kalau-kalau anak nanti kan bisa masuk

sekolah gitu, akhirnya berkas itu sudah lari ke Sampit suda[ sehingga
tidak dapat buku nikah kami. Jadi sebenarnya memang resmi, dibayar
lunas, kalau tidak salah itu Rp 50.000, tahun 1972. Itu saja
permasalahannya sampai tidak ada buku nikahnya. Jadi dulu itu sangSj

susah mengurus buku nikah dikarenakan kondisi alam yang terpencil."

Dari petikan wawancara tersebut, terungkap bahwa pasangan IM & SB

ini memang benar mengikuti pernikahan massal. IM & SB beralasan bahwa

kondisi pada saat mereka menikah sebelumnya sangat sulit mengurus buku

nika[ sehingga tidak mempunyai buku nikah. IM & SB telah menikah

sebelumnya pada tahun 1972 di daerah Kasongan. IM & SB mengatakan

sebenamya pernikahan lM & SB adalah pernikahan resmi. Dari penjelasan IM

2'wawancara dangan tM & SB, tanggal l4 Juli 2009
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& SB tersebut yang kurang jelas, sehingga penulis merasa sulit menafsirkan,

dan dilihat dari tahun pemikahan IM & SB pada tahun 1972 nampaknya

memang sistem administrasi masih kurang tertib sehingga pengurusan buku

nikah menjadi sulit dan lambat.

D. Analisis

Dalam nrelakukan analisis ini, terlebih dulu penulis menyimpulkan

beberapa permasalahan penyebab tidak adanya buku nikah atau tidak tercatatnya

pemikahan para subjek di atas sehingga mengikuti pernikahan massal. Adapun

penyebabnya terbagi kepada tiga kelompok besar. Pertanra, para subjek yang

pernah menikah secara resmi dan dicatat namun telah hilang buku nikahnya.

Kedu4 para subjek yang telah menikah secara resmi namun tidak mendapat buku

nikah. Ketiga, para subjek yang menikah hanya melalui penghulu biasa tanpa

dicatat dan tidak ada buku nikahnya.

Selanjutnya setelah mengetahui beberapa alasan para subjek mengikuti

pemikahan massal. Analisis dalam penulisan ini merujuk pada rumusan masalah

yang telah penulis rumuskan dalam bab sebelumnya. Alasan para subjek tersebut

kemudian dikaitkan dengan hukum lslam dan Undang-Undang Perkawinan di

Indonesia, dan pada akhirnya dicari istimbath hukum (akibat hukum).

1. Alasan Seonng Melakukan Nikrh Massal

a. Hilang buku nikah

Termasuk ke dalam kelompok ini ada 8 pasang subjek dari total 14 pasang

sampel. Alasan hilangnya buku nikah kedelapan pasang ini bervariasi, ada yang

karena bencana alarn, ada yang karena terbakar, ada yang karena kesibukan
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bekerja sehingga tidak diperhatikan lagi buku nikahny4 dan ada yang hilang

karena adanya kerusuhan. Apapun alasannya, apabila ditinjau dalam perspektif

Undang-Undang dan Hukum Islam di Indonesia, maka hal ini sebenarnya tidak

perlu membuat buku nikah baru dengan mengikuti nikah massal, tetapi cukup

hanya dengan melapor ke KUA semula untuk mendapatkan kutipan akta nikah.

Berdasarkan wawanc.ra dengan Rahim Ahmad, salah satu informan di

KUA Pahandut Palangka Raya. Rahim mengatakan bahwa apabila ada pasangan

suami istri yang telah menikah secara resmi melalui KUA' namun kehilangan

buku nikalu maka pasangan tersebut cukup hanya datang kembali ke KUA semula

untuk memberikan laporan kehilangan buku nikah. Kemudian pihak KUA akan

menelusuri berkas pemikahan mereka dengan mencari di buku peristiwa

perkawinan. Setelah menemukan berkas pernikahan pasangan tersebut, lalu pihak

KUA akan memberikan surat keterangan yang diberi judul Kutipan Akta Nikah

yang berkekuatan hukum sama dengan buku nikah. Hal tersebut berdasarkan

PMA No. 2 Tahtm 1990 Pasal 3l ayat (l).28

Adapun pa.ra subjek tersebut yaitu: pasangan AR & HA, pasangan RA &

HT, pasangan HD & AT, pasangan MA & AM, pasangan MA & NO, pasangan

ru & AN, pasangan JA & RO, serta pasangan ED & RW. Dari semua pasangan

ini, hanya ada 2 pasangan yang pemah melapor ke KUA semul4 yaitu pasangan

AR & HA serta pasangan MA & NO. Namun kedua pasangan tersebut tidak

mendapatkan kutipan akta nikah.

2EWawancara dengan Rahim Ahmad, tanggr:l22 Juli 2009.
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Berdasarkan keterangan AR & HA bahwa AR & t{A pernah melapor. Dari

laporan AR & HA itu, temyata AR & HA tidak diberikan kutipan akta nikah

dikarenakan KUA tempat AR & HA menikah dulu tidak menemukan berkas

pemikahan AR & HA sebelumnya. KUA beralasan berkas pernikahan AR & HA

telah hilang dikarenakan pindah kantor. Dalam hal ini, penulis melihat adanya

kelalaian dari pihak KUA. Sistem administrasi yang diterapkan masih kurang

diperhatikan. Ini terbukti dengan hilangnya berkas pernikahan AR & HA sehingga

tidak bisa dibuatkan kutipan akta nikahnya.

Pasangan MA & NO juga mengalami hal yang hampir sama dengan AR &

HA. MA & NO pernah menghadap dan akan melaporkan kejadian terbakarnya

buku nikah mereka ke KUA semula. Namun yang terjadi adalah pegawai KUA

yang telah melakukan p€ncatatan terhadap pemikahan MA & NO telah tidak ada

dan pindah t€mpat. MA & NO pun tidak mendapatkan kutipan akta nikah. Untuk

keperluan kepegawaiarl pasangan MA & NO hanya menggunakan surat

keterangan kebakaran.

Untuk pasangan RA & HT, pasangan HD & AT, pasangan MA & AM,

pasangan ru & AN, pasangan JA & RO. Semua pasangan ini tidak pernah

mengadakan laporan ke KUA semula untuk mendapatkan kutipan akta nikah.

Berdasarkan dari pengamatan dan penelitian penulis, melihat dari segi ekonomi

dan pendidikan. Kebanyakan dari pasangan ini adalah berekonomi lemah dan

berpendidikan rendah sehingga kurang mengetahui bagaimana sebenarnya

mengurus buku nikah apabila telah hilang atau terbakar, maupun rusak.

Sedangkan untuk pasangan ED & RW penulis menemukan adanya suatu masalah.



85

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ED & RW, terungkap bahwa

sebenarnya ED &. RW adalah berstatus duda dan janda. Dalam buku nikah ED &

RW yang baru (buku dari pernikahan massal) dicatatkan bahwa status pasangan

ini adalah jejaka dan perawan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi

kebohongan dalam pencatatan nikah. Kebohongan tersebut tentunya akan

berdampak besar di kemudian hari. Dampaknya akan timbul terhadap pasangan

ED & RW, anak-anak ED & RW, serta pihak terkait. Dampak terhadap pasangan

ED & RW adalah apabila suami RW terdahulu menggugat, maka akan terjadi

konflik. Dampak terhadap anak adalah apabila suatu saat terjadi pembagian hak

waris, ini akan terjadi ketidakjelasan status anak. Di satu sisi anak ED dengan istri

yang terdahulu berdasarkan buku nikah dari pemikahan massal adalah diakui

sebagai anak dari RW juga, padahal di sisi lain sebenarnya bukan anak yang lahir

dari RW. Dampak terhadap pihak yang terkait, misalnya pihak KUA yang

mengeluarkan buku nikah dalam pernikahan massal. Pihak KUA juga akan ikut

bertanggungiawab karena telah lalai dalam menikahkan dan mengeluarkan buku

nikah.

Dilihat dari pengakuan ED & RW yang menyatakan bahwa sebenarnya

adalah berstatus duda dan janda. Dalam status ED & RW sebagai duda dan janda

tersebut seharusnya ED & RW mempunyai surat keterangan perceraian terlebih

dahulu. ED mempunyai surat keterangan perceraian atas kematian istrinya (cerai

mati) dan RW harusnya mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama

terlebih dahulu, sesuai dengan Pasal 39 Ayat (l) UUP tahun 1974 dan

mendapatkan keputusan perceraian. Setelah mendapatkan surat keterangan
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perceraian baru kemudian ke KUA untuk menikah secara resmi dan dicatat

berstatus masing-rnasing duda dan janda.

b. Nikrh seclre resmi, tapi tidak mendrpot buku nikah

Ada 2 pasang dari 14 pasang subjek. Subjek ini yaitu pasangan MN & AL

serta pasangan IM & SB. Kedua pasang tersebut, telah menikah pada tahun

sebelum dan saat lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia. MN & AL

telah menikah pada tahun 1974 dan pasangan IM & SB telah menikah pada tahun

1972. Dilihat dari kondisi dam dan sistem administrasi pada saat itu dan

berdasarkan keterangan dari kedua subjek tersebut bahwa dahulu memang

dtasakan sulit mengurus catatan nikah. Di samping kondisi alam dan sistem

administrasi, kesadaran dan pendidikan masyarakat pada waktu itu juga dirasakan

kurang mendapatkan pendidikan dan kurang menyadari pentingnya suatu

pemikahan dicatat dan dibukukan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa

pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. I Tahun

1974 dapat diajukan itsDat nikah (penetapan nikah) ke Pengadilan Agama.

Adapun bunyi pasal tersebut "Ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat

dibuktikan dengan Akta Nikal1 dapat diajukan ilsbat nikahnya ke Pengadilan

Agama. Ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka

penyelesaian perceraiaq (b) Hilangnya Akta NikatL (c) Adanya keraguan tentang

sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang

terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. I Tahun 1974, dan (e)
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Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974.,'

Atas kedua alasan tersebut, kondisi alam dan sistem administrasi yang

masih dirasakan kurang diperhatikan, serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

di Indonesia pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), pasangan MN & AL serta pasangan IM

& SB sebenarnya tidak perlu mengikuti pemikahan massal, cukup hanya

mengajukan itsbar nikah ke Pengadilan Agama.

c. Nikah tonpa dicatat dan tidak edr buku nikrh (nikah siz)

Pemikahan yang tidak tercatat atau lazimnya disebut dengan nikah siri ada

4 pasang dari 14 pasang subjek. Pasangan tersebut yaitu pasangan TA & SU,

pasangan AB & MA, pasangan ru & BI, serta pasangan SU & MI. Berdasarkan

hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap para subjek, bahwa memang

benar semuanya telah pernah menikah secara siri. Setelah penulis telusuri dengan

menanyakan tentang rukun dan syarat pemikahan para subjek ini seperti wali,

saksi, mahar, rnaupun keberadaan penghulu yang telah menikahkan. Para subjek

menjawab telah memenuhi rukun dan syarat pemikahan. Hal ini menunjukkan

bahwa secara hukum Islam yang notabene Islam klasik, pernikahan para subjek

ini telah dapat dibenarkan. Namun dalam perspektif undang-undang perkawinan

di Indonesia serta hukum Islam di Indonesia yang telah termaldub dalam

Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan para subjek tersebut tidak diakui

seperti dijelaskan dalam undang-undang dan KHI sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) UUP Indonesia berbunyi "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".
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KHI pasal 5 dijelaskan: (1) Agar terjamin ketertiban p€rkawinan bagi masyarakat

Islanl setiap pernikahan harus dicatat. (2) Perrcatatan pemikahan ters€but

dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 1954".

Untuk pasangan SU & MI, penulis menemukan adanya suatu masalah.

Dalam wawancara pada mulanya SU & MI mengaku mengikuti pemikahan

massal karena sebelumnya telah menikah secara siri. Di tengah+engah

wawancar4 saat penulis menanyakan tentang anak dari pasangan SU & MI. SU &

MI menjawab bahwa SU & MI sebenarnya mempunyai anak 2 orang saja, bukan

3 orang. Anak yang pertama adalah anak dari hasil pernikahan MI dengan suami

terdahulu. Pemikahan MI dengan suami terdahulu adalah pemikahan yang resmi

melalui KUA dan mempunyai buku nikah. Disini temyata terlihat bahwa MI

sebenarnya adalah berstatus janda, namun ditutupi. MI dengan suami terdahulu

bercerai begitu saja tanpa melalui pengadilarL sehingga MI dengan SU tidak

berani untuk menikah secara resmi melalui KUA dan hanya menikah siri.

Sehubungan adanya acara pemikahan massal, SU & MI ada kesempatan

mengikuti pernikahan massal tersebut, maka SU & MI ikut untuk mendapatkan

buku nikah.

Penulis rnengadakan perbandingan antara keterangan SU & MI dengan

buku nikah yang baru saja didapatkan dari pemikahan massal. Temyata di buku

itu dituliskan stdus SU & MI sebelum menikah adalah berstatus jejaka dan

perawan. Hal ini bertentangan dengan keterangan SU & MI bahwa MI adalah

telah berstatus janda dengan mempunyai I orang anak. Ini juga berarti bahwa dari

pihak KUA kurang teliti dalam menerima peserta nikah massal. Terbukti dengan
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adanya catatan buku nikah bahwa SU & Ml dituliskan berstatus jejaka dan
perawan.

Sungguh ini sangat mengkhawatirkan. pertamA apakah perceraian antara
MI dengan suaminya yang terdahulu itu telah bena., baik menurut hukum Islam,
maupun menurut undang-undang. Apakah segala hak dan kewajiban MI telah

terpenuhi' seperti masa iddah ata*ah berum terpenuhi. Kedu. apabila suatu saat

te{adi hal yang tidak diinginkan, seperti adanya tuntutan dari suami MI terdahulu.

Suami MI terdahulu masih memiriki bukti pernikahan yaitu buku nikah. Secara

hukur4 suami MI terdahulu dapat menuntut. Tentu hal ini akan sulit

dipertanggungiarryabkan. suami MI terdahulu memiliki buku nikah yang belum

ada keputusan cerainya serta su & MI sekarang juga telah mem iki buku nikah.

2. Tinjauan Hukum Ishm tentang Nikah Massal

Dari beberapa literatur yang telah diuraikan pada bab 2, dalam hukum

Islam penulis tidak menemukan adanya pembaharuan nikah (nikah ulang) dan

penulis juga tidak menemukan secara pasti tentang pencatatan nikah. Dalam

hukum Islam, apabila rukun dan syarat pemikahan itu telah terpenuhi walaupun

tidak dicatat maka pernikahan yang telah dilakukan adalah sah. Seperti yang telah

penulis uraikan dalam bab sebelumnya, rukun dan syarat pernikahan adalah

adanya calon suami dan istri yang beragama Islanr, adanya wali nikatr, adanya

saksi, ijab qabul, serta mahar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan berdasarkan bukti

dokumen tertulis yang menurut pengakuan beberapa subjek pernah dimiliki

berupa buku nikalU terlihat bahwa mkun dan syarat pemikahan para subjek
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sebelum mengikuti nikah massal adalah sudah sah menurut hukum Islam. lni

menunjukkan para subjek tersebut sebenarnya tidak memerlukan

adanya pembaharuan nikah atau nikah ulang. Walaupun demikian, untuk

mengetahui kebenaran pernikahan para subjek apakah telah sesuai dengan

ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam maka perlu pembuktian lebih

lanjut yang tentunya memerlukan proses panjang. Sepanjang apa yang telah

penulis amati dan berdasarkan pengakuan dari para subjek, pernikahan yang telah

dilaksanakan setilaknya telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dalam

hukum lslam.

Ketika kdonesia memandang suatu pencatatan pernikahan memiliki

banyak maslaha! Islampun merespon dengan baik hal ini. Hukum Islam di

Indonesia bergeser kepada penambahan syarat adanya pencatatan pernikahan guna

mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar. Hukum Islam di Indonesia telah

merumuskan lgntang pencatatan pemikahan ini dalam KHI pasal 5 yang

menjelaskan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat lslam,

setiap pernikahan harus dicatat. (2) Pencatatan pemikahan tersebut dilakukan oleh

PPN sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954.

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam ini, maka sesungguhnya

pencatatan pemftahan telah diharuskan ada. Namun apa yang terjadi di

masyarakat, masih ditemukan adanya pernikahan tidak tercatat. Pencatatan

pemikahan di Indonesia apabila merujuk kepada PP No. 9 tahun 1975 tentang

pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 dinyatakan bahwa pernikahan

harus diberitahukan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan
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dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan

dilangsungkan. Terlihat di antara subjek ada yang tidak memenuhi pasal ini, yaitu

pasangan TA & SU, pasangan AB & MA, pasangan ru & BI, serta pasangan SU

& MI. Ini berarti nrcnunjukkan adanya ketidakpastian sah atau tidaknya

pemikahan para subjek tersebut pada pernikahan sebelumnya.

3. Tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang Nikah
Massal

Dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia juga tidak

ditemukan adanya pembaharuan nikatu sedangkan tentang p€ncatatan nikah sudah

pasti menempatkan pencatatan nikah sebagai salah satu syarat yang harus

dipenuhi. Namun apabila dilihat dalam aturan pelaksanaannya, pencatatan nikah

merujuk pada PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang

perkawinan pasal 3 yang menyatakan:

(l) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan

kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan

dilangsungkan.

(2) Pemberitahtran tersebut dalam ayat (l) dilakukan sekurang-kurangnya l0

hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualim terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan

sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati

Kepala Daerah.

Berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 tersebut, bahwa pernikahan harus

diberitahukan kepada PPN di tempat pernikahan akan dilangsungkan sekurang-
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subjek yang lslah penulis uraikan di atas, g pasang seberumnya telah menikah

secara resmi merarui KUA dan mendapatkan buku nikah. sudah dapat dipastikan

untuk 8 pasang ini pemikahan sebelumnya telah sesuai dengan aturan hukum

Islam maupun Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Terkait dengan 6 pasang

subjek yang tidak memiliki bukti pernikahan sebelumnya berupa catatan

pemikahan, maka hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut, apakah pernikahan 6

pasang subjek ini telah sesuai dengan aturan hukum Islam maupun Undang_

Undang Perkawinan di Indonesia. Dari 6 pasang subjek tersebut, berdasarkan

pengakuan, sudah pasti tidak menikah secara resmi melatui KUA. Apabila

dihubungkan dengan pernikahan massal, maka sebenarnya pernikahan massal

telah melanggar aturan pelaksanaan UUp di Indonesia pp No. 9 tahun 1975 pasal

3 ayat (l) dan (2). Pemikahan dan pencatatan pernikahan 6 pasang subjek ini

seharusnya sebelum dilaksanakan terlebih dulu telah diberitahukan kepada ppN

l0 hari kerja sebelum dilangsungkan.

4. Akibat Hukum Terhadap Perrikehan Massrl

Dari semua alasan para subjek di atas. Apapun itu alasanny4 rnenurut

hemat penulis pernikahan massal hendaknya perlu ditinjau kembali. pernikahan

massal dirasakan melemahkan berlakunya undang-undang perkawinan dan hukum

lslam di Indonesia. Klusus mengenai subjek yang beralasan dengan pemikahan

sirr'. Penulis berpendapat, seharusnya pernikahan para subjek ini dilakukan di

depan PPN sesuai dengan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-
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undang perkawinan pasal 3 agar terjaga dan dapat diketahui kebenaran pernikahan

seperti tidak adanya hubungan sedarah antara pasangan.

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap semua buku nikah para

subjek yang telah diperoleh dari pemikahan massal. Dalam buku nikah tersebut

dituliskan pemikahan para subjek dilangsungkan dan tercatat pada tanggal 3 April

2008. Hal ini akan menimbulkan kecurigaan di mata masyarakat maupun dalam

pandangan hukum. Faktanya masyarakat melihat dalam buku nikah pernikahan

para subjek tersebut baru saja dicatatkarl sedang melihat dari foto dan subjeknya

terlihat tua dan sudah mempunyai anak banyak. Masyarakat dan pandangan

hukum akan menilai, pernikahan tersebut benar apa tidak? Selanjutnya dalam

pandangan hukum terhadap status anak tentu akan menimbulkan keraguan.

Berdasarkan fakta hukunL pemikahan para subjek tersebut baru saja dilakukan.

Ini menunjukkan anak yang telah lahir sebelum pernikahan massal tersebut tidak

dapat diakui menurut undang-undang karena pemikahan para subjek baru saja

dilakukan. Anak yang dapat diakui dalam undang-undang adalah anak yang

dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah seperti terdapat dalam pasal 42 UUP

tahun 1974 sebagai berikut: *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam

atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah menurut UUP

tahun 1974 selain telah sesuai dengan aturan agama juga arus dicatat seperti

dalam pasal 2 ayat (2).

Akibat hukum yang dapat penulis simpulkan dari pernikahan massal ini

ada du4 yaitu: 1) Pernikahan para subjek dinyatakan sah dari tanggal tercatatnya

penikahan pada saat pemikahan massal, 2) Status anak sebelum pemikahan
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massal tidak dapat diakui menurut Undang_Undang, kecuali anak yang lahir
setelah pencatatan tersebut (pemikahan massal).

Berdasarkan hal_hal tersebut di atas, penulis menimbang dan berpendapat

bahwa pernikahan massal perlu dipertimbangkan lagi apakah ini merupakan sorusi

satu-satunya dalam permasalahan masyarakat untuk mendapatkan buku nikah atau

ada solusi lain' Melihat dari alasan-arasan para subjek di atas dan kurangnya

kesadaran hukum dari para subjek tersebut, maka alangkah lebih baiknya dicari

solusi lain, bukan dengan mengadakan pemikahan massal ini. Adapun

pertimbangannya yaitu sebagai berikut:

a. Para subjek yang sudah pernah menikah secara resmi melalui KUA dan hilang

buku nikahnya cukup melapor saja dan minta kutipan akta nikah.

b. Para subjek yang telah menikah sebelum berlakunya UUp di Indonesia yaitu

sebelum tahun 1975 adalah cukup dengan rrsDar nikah.

c. Para subjek yang menikah slri diragukan kebenaran syarat dan nfiun

pemikahannya, perlu pembuktian lebih lanjut.

d. Dari semua subjek tersebut, ternyata ditemukan adanya subjek yang

bermasala[ s€perti telah berstatus duda dan janda namun tidak dijelaskan

dalam buku nikah hasil dari pernikahan massal. Kebohongan ini akan

berdampak besar atau rnenimbulkan mudharat di kemudian hari.

Kemudharatan tersebut harus siap dihadapi, sejalan dengan kaidah ushul

berikut:



95
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:u*orwt *\y/
Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi daripadanya.2e

Dari kaidah itu, maka diketahui apabila seseorang yang telah berbohong maka

harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensi yang dihadapi apabila suatu

saat adanya tuntutan dari pihak yang berkeberatan, maka harus

dipertanggungjawabkan.

e. Status anak yang telah dilahirkan sebelum pemikahan massal tersebut tidak

dapat diakui menurut undang-undang sesuai dengan ketentuan UUP di

Indonesia tahun 1974 paxl42.

Apabila dihitung keberadaan UUP di Indonesia sejak kelahirannya tahun

1974 hngga sekamng saat penulis meneliti yaitu tahun 2009, nraka umur dari

undang-undang tersebut sudah mencapai 35 tahun. Sungguh sangat ironis, apabila

masih ada masyarakat yang menikah tidak tercatat. Pemerintah dalam hal ini

departemen terkait mestinya harus lebih menggalakkan sosialisasi terhadap

masyarakat tentang pemikahan yang benar dan betapa pentingnya pencatatan

nika[ karena dilihat dari segi pendidikan para subjek tersebut rata-rata

berpendidikan rendah dan dilihat dari segi pekerjaan yang menunjukkan

berekonomi lemah sehingga menyebabkan kesadaran hukum yang dirasakan

kurang.

Sehubungan dengan pernikahan massal ini, penulis juga memberikan

apresiasi terhadap pemerintah Kota Palangka Raya dan seluruh panitia pelaksana

143.

2elmam Musbikin, Qawa'id al-Fiqhiyah, lzka PT. RajaGrafindo Persada, 2001' h'



96

yang telah memperhatikan p€rmasalahan masyarakat yang kehilangan buku nikah

dan tidak tercatd pemikahannya. Menurut penulis pemerintah Kota Palangka

Raya dan panitia pelaksana telah memberikan solusi terhadap permasalahan yang

dihadapi masyarakat dalam memberikan kepastian hukum di bidang pernikahan.

Namun demikian solusi ini menimbulkan permasalahan lain di bidang hukum

seperti tidak jelasnya status anak dari pemikahan para subjek dalam pandangan

undang-undang. Kemudian ditambah lagi fakta-fakta lai4 seperti adanya

kebohongan status pemikahan sebelumnya.

Seharusnya, apabila pernikahan massal ini adalah satu-satunya solusi

dalam memecahkan permasalahan masyarakat. Panitia terkait harus lebih selektif

dalam menerima peserta nikah massal agar tidak terjadi kekeliruan seperti adanya

kebohongan status. Panitia harus mengadakan penyelidikan terhadap para pesert4

apakah pernikahan sebelumnya memang benar-benar telah sesuai secara hukum'

Dilihat dari pe rmasalahan-permasalahan di atas, untuk solusi

permasalahan masyarakat tentang buku nikah ini, penulis lebih setuju diadakan

suatu lembaga tertentu seperti adanya lembaga peradilan khusus misalnya'

Pemerintah Kota Palangka Raya memfasilitasi masyarakat yang ingin mengetahui

kepastian hukum tentang pernikahannya untuk mengajukan p€netapan keabsahan

pemikahannya. Untuk masyarakat Kota Palangka Raya yang b€lum tercatat

maupun hilang buku nikahnya dan tidak ditemukan lagi berkasnya diberikan limit

(batas) waktu tmtuk rnengajukan p€netapan nikah. Sehingga pada akhirnya

masyarakat Kota Palangka Raya tidak ada lagi yang pernikahannya tidak tercatat.

Setelah limit waktu itu habis, maka bagi mereka yang tidak ingin pernikahannya
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dicatat, itu adalah mutlak kesalahan dari orang tersebut. Karena dengan adanya

lembaga peradilan khusus ini akan dapat dibuktikan bahwa seseorang memang

benar telah melangsungkan pemikahan secara sah menurut hukum dan dapat

dikeluarkan suatu surat ketetapan pernikahan sebagai bukti adanya pernika}an.
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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan tentang

pemikahan massal ini, rnaka penulis mengambil beberapa kesimpular; yaitu

sebagai berikut:

l. Dari hasil penelitian temyata alasan atau latar belakang masyarakat mengikuti

nikah massal adalah:

a. Karena telah hilang atau terbakar buku nikah para pasangan yang telah

menikah secara resmi ada 8 pasang, yaitu pasangan AR & HAe pasangan

RA & HT, pasangan HD & AT, pasangan MA & AM, pasangan MA &

NO, pasangan JU & AN, pasangan JA & RO, serta pasangan ED & RW.

b. Karena sudah pernah menikal sebelum berlakunya UUP di Indonesia

tahun 1974 ada 2 pasang, yaitu pasangan MN & AL serta pasangan IM &

sB.

c. Karena pernikahan para pasangan memang tidak tercatat (nikah siri)

sebanyak 4 pasang, yaitu pasangan TA & SU, pasangan AB & MA,

pasangan JU & BI, serta pasangan SU & MI.

d. Status pemikahan yang disembunyikan seperti status duda dan janda ada 2

pasang, yaitu pasangan ED & RW s€rta pasangan SU & ML

98
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2. Nikah massal dalam tinjauan hukum Islam tidak ditemukan, namun dalam hal

pencatatan nikah hukum Islam di Indonesia telah mewajibkan adanya

pencatatan nikah.

3. Nikah massal dalam tinjauan UUP di Indonesia No. 1 tahun 1 974 juga tidak

ditemukan. Dalam hal pencatatan nika[ UUP telah menentukan adanya

pencatatan nikah, namun diproses harus pada saat awal p€rencan&rn

akan dilakukan dengan tata cara tersendiri, bukan dengan

pelaksanaan nikah massal.

4. Dari hasil penelitian dan analisis, penulis berkesimpulan nikah massal perlu

dipertimbangkan lagi, apakah ini merupakan satu-satunya solusi dalam

menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam p€ncatatan pernikahan atau

ada solusi lain, karena ditinjau dari segi hukum, nikah massal mempunyai

akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu terhadap status

pemikahan itu sendiri secara fakta baru dilakukan setelah bertahun-tahun

kumpul dalam satu keluarga baru ada keabsahan pemikahan. Akibat hukum

yang kedua adalah terhadap status anak, dalam UUP di Indonesia anak yang

sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Pemikahan yang sah

adalah pernikahan yang telah tercatat, sedangkan pencatatan nikah terhadap

para pasangan baru dilakukan. Berarti anak yang lahir sebelum nikah massal

tersebut belum bisa diakui secara undang-undang.
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B, Saran-Seren

Akhir dari bagian skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran

yang berkenaan dengan pemikahan massal ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada para peserta nikah rnassal:

a. Bagi yang beralasan telah hilang buku nikah atau terbakar buku nikahnya,

hendaknya tidak mengikuti pernikahan massal, rrelainkan melapor ke

KUA tempat menikah sebelumnya.

b. Bagi yang beralasan telah melaksanakan pernikahan sebelum berlakunya

UUP di Indonesi4 hendaknya mengajukan permohonan itsbat nikah ke

Pengadilan Agama.

c. Bagi yang beralasan telah melaksanakan pemikahan secara siri, hendaknya

jangan diulangi untuk generasi penerus (keturunan) dari pernikahan itu.

Pemikahan siri masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan irsDal

nikah ke Pengadilan Agama.

d. Bagi yang mempunyai permasalahan dalam pernikahannya seperti status

pernikahan sebelum mengikuti nikah massal yang belum jelas dapat

diajukan pembatalan pemikahan.

2. Terhadap hukum Islam di Indonesia, pencatatan nikah memang sudah

diakomodir, namun agar lebih diperinci bagaimana tata cara pelaksanaannya.

3. Terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, aturan pelaksanaannya

agar lebih dipertegas sehingga lebih jelas.

4. Kepada masyarakat agar tidak mengikuti pernikahan massal, karena dari segi

hukum masih ada permasalahan yang nrempunyai akibat hukum.
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Saran-Saran Khusus

Kepada pemerintah Kota Palangka Raya dan panitia pelaksana, hendaknya

tidak menjadikan nikah massal ini sebagai satu-satunya solusi terhadap

permasalahan masyarakat di bidang pemikahan. Melainkan lebih

menggalakkan sosialisasi tentang pernikahan yang bnar menurut hukum

Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia serta betapa pentingnya

pencatatan pemikahan.

Kepada para praktisi hukum Islanl agar turut serta dalam menyikapi

permasalahan rnasyarakat di bidang pemikahan ini.

Kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Islam agar lebih menyadari

pentingnya nikah secara benar melalui PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang

berwenang. Agar lebih terjaga kebenaran dan keabsahan pernikahan.

Kepada lembaga-lembaga yang ingin mengadakan kegiatan nikah massal, agar

lebih memperbaiki sistem dan tata cara pelaksanaan serta lebih

memperhatikan aspek hukum seperti adanya akibat hukum yang muncul.

Berdasarkan KHI pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang telah diuraikan dalam bab

sebelumnya bahwa sebenarnya permasalahan masyarakat di bidang

pemikahan dalam pencatatan nikah adalah dengan mengajukan rsbar nikah ke

Pengadilan Agama. Lebih baik lembaga terkait memberikan fasilitas kepada

masyarakat untuk mengajukan itsbat nikah agar lebih terjamin kepastian

hukumnya.

2

3

4
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Yth. Saudara SAHIBU RAHMAT
(NrM. M0 2l l 0227)
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum lltr. Wb.

Setelah membaca, menalaah dan mempertimbangkan hasil revisi judul

dan desain proposal Skripsi yang saudara ajukan dan sesuai dengan paersetujuan

Tim Penyeleksi Judul Skripsi STAIN Palangka Raya tanggal 2 Juni 2008, maka

kami dapat menyetujuijudul dimaksud sebagai berikut : "NIKAH MASSAL DI

KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN

I.JNDANG-I,JNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA".

Selanjutnya kami menunjuk/menctapkan pembimbing Skipsi saudara adalah :

l. Drs. H. Abubakar. HM., M.Ag sebagai pembimbing I

2. Drs. I-1. Zulkifli, SH.,MH sebagai pembimbing II.

Untuk itu kami penilahkan Saudara saegera berkonsultasi dengan

Pembimbing Skipsi sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

tua STAIN

KHAIR. SH.,MH
.,MP..l'50 3l r 340

Tembusan :

l. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Drs. H. Abubakar. HM., M-Ag sebagai pembimbing lg

3. Yth. Bapak Drs. H. Zulkifli, SH.,MH sebagai pembimbing ll;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



li.'|l

;

ludrrl

Narna
N IN1

J urusan
I)rogranr

I'IItSI,]]'[J.IT'AN I)F]SA IN SKI{ I I'St

NIKi\ll IVIASSAL l)l KO't,\ l,AL;\N(JK,\ It;\\,,\
I)AI,-,\ill PIR(PT.'K'I'IT III.JKTJIVI ISI,,\NI I),\N
l,N|)AN(;-UNl)AN(; pt,)tK^wtN/\N t)t tNt)oNlist,^

Si\ll tllU RAIIIvIAI'
0102,10227
Sy'ari'ah/S I
r\l-Ahwal A l-Svakhsh ivah

'i'

l)a llngka Raya, April 2(X)9

M enyetuj u i:

Pernbirnbirrq I I.

Drs- II fli s.H. NI.II.
NIP. t502t3 5t7

illcn.lctirhtri
Ketua ti I] ria h,

5() 2.14 (ri0

Setelah kami teliti d:ln diadakan pcrbaikan seperlunya bcrdasarkan catatan
hasil serninar. maka k:rnti menyetujni proposal terschrrt irntrrk tliiarlik:rn ciasrrr
rnelakukan pcnclitian.

Pernbi

I)rs. II..\bubakar II.M., M. As.



I)EPARTEMIiN AGAI\4A IrI
SEKOLAII TINGGI AGAN{A ISLAM NEGIiI{I ( SI'/\IN)

PALANGKA RAYA

T,,\NDA Bt]KTI TERIMA SI(RII'SI

Sr.rdah terima skripsi dari :

Nama : JAHttbu ll,**u'*l
Nim . tt(o rll Az7
.lurusan : t{*11'*t l
Progranr studi : AHS
Judul skripsi : AtLfrF qtsrao Ot Kon plrLtWgCA ,r*ra 0r a.tn

lltt qt\ ts.ltttt Atar u.vpa46r-.daqv| pder4tdttrrl

Illrrl trlt I irn<lir ti iltl
Jurusan I

PEztPeLnF
0t /r&AwE t

811!!!t
- J-o

?- -oj
e-o-q

5 _t

r-_--

\- 01 -o9
9 tv 02

f.4\-/\,\^ 
^ [r-

I)a langklr I{ava. I a1- 2d)
Mahasisl'a Yarrg bersangk Lrtan.

t3u p.

No
1

" ed*{ k ,;
Nartta

2
0w .l laldo+ tttr.ttl- t

3

Pembimbing I

Penrbimbing II ,rr, *r"d.'|ij,rfl. il a{ , t
4 **iie+* / PcrpLrstakaan >^-{ g r^ra l.n

I

NlNl C/1O JU od,.2?

l)cncrirrra
I

l I





Assalamu'alaikum llr. lVb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIM
J urusan
Alamat

ll/assolamu'alaikum lYr, lYh.

Mengeta
Penr bi

Dn. H. ABUBAKAR }I.

SAHIBU RAHMA-[
040 2t1 0227
Syari'ah
Jl. Dr. Murjani No. 63, RT. 04 Palangka Raya

Palangkaraya, Mei 2009

Pcmohon.

Kepada Yth.
Ketua STAIN Palangka Raya
di Palangka Raya

SAHIBU RA }IMAT

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin riset/peneritian daram
rangka penyusunan skripsi saya yang bcrjudul:

NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDNNG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA.

Tempat/lokasi peneli tian:
\Yilayah Kota Palangka Raya.

Penelitian ini (khususnya penggalian dara), akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan
dari tanggal 25 Mei s/d 24 Juli 2009 dan akan menggunakan merode:
a. Observasi, b. Wawancara, i. Dokunrentasi.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan terima
kasih.

ISkri

NIP. 150 213 517
. Ae.

NIM. 040 2il 0227

Perihal : Mohon lzin Risct/Pcnclitian
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Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Palangka Ray4 menerangkan bahwa :

Nama

NIM

Jurusan / Prodi
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: SAHIBU RAHMAT

: 040211 0227

: SYARIAH/AHS

: NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TINDANG.UNDANG

PERKAWINAN DI INDONESIA

Telah melaksanakan Seminar Proposal Skipsi pada tanggal I 1 Maret 2009 di Ruang

Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggap Utama : MUNIB"IVI.Ag Moderator :

D\l'I PUTRI M.K.S.IP dan dinyatakan tulus dapat diterima sebagai syarat penyelesaian

skripsi.
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PEMERINTAS PROVINSI KALIMAN'TAN TENCAE

BADA}I PIRHIANAAN PII,MANGIIM}I IIAIBAI
Alamat : Jl . Diponegoro No. 60 8 (0536t 3X217 15, 3D.l645,Fax. (0536'1 3Tl22l7

PAII\NGKA RAYA - 73ITT

IZIN PENELTTIAN
Ncxat : 07 A 8?- lBid.l lgapp

[4embaca : Surat dari Ketua Sokolah Tinggi Agama lslam Negeri (STAIN) Palangka Raya Nomor
Sli. '15. UTL.00/10252009 Tanggal 11 Mei2009

: f,TIN PENELIUANPerihal

Mengingal

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penolitan, P€ngembangan dan Penerapan llmu
Pengetahuan dan Teknologi.

2. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengombangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Oasrah.

3, Poraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tontang R€lribusi Penggantian Biaya Admlnisfasi.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nonror 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian lzin Penelitian /

Pondataan Bagi Setiap lnstansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memb€rikan lzin Kepada

Tim Survey /Penoliti dari

Akan m€laksanakan

Lokasi

SAHIBU RAHMAT NIM, 04002110227

Sekolah TinggiAgama lslam Negeri Palangka Raya_

Penelitian yang berjudul : "NllGH MASAL Dl KOTA PALANGKA RAYA OALAM
PERSPEKNF HUKUM ISLAIYI DAN UNDANGUNOANG PERKAWNAN DI
INDOENSIA"

di Kota Palangka Raya

Dongan k€lsntuan sebagai berikut :

a. S€tibanya peneliti di tempat lokasi penelitian harus molaporkan diri kspada Pejabat yang begenang sslempat,b. HasilPenelitian inl supaya disampaikan kepada:
1). Kspala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah s€banyak 1 (satu) eksemplar;
2). Bupa0 / walikota di wilayah penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar

c. Surat lzln. Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tr uan tortentu yang dapat mongganggu kestabilan
Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;

d. Surat lln Penelitian ini dapat dibatalkan sewaklu-waktu apabila peneliti tjdak memonuhi ketentuan-ketontuan pada
butir a, b dan c torsebut diatas;

e. Surat lln penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2OO9

o€mikiao Surat izin penelilian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana rnestinya.

DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL

: PAI-ANGKARAYA
:19Mei2009

KALIMANTAN TENGAH

NCANMN PEMSANGUNAN
KALIMANTAN TENGAH,

g.sc
ma l\.4uda

K

TaaDbusan disamoaikan keDada Yth '

'l . Gliqnu &lirEnho Tengah:
2. ltblil(ota Palz{ka Raya;
3- Kep.h S.dan XES&ANG POUTTK E LtN[,tAS

ftpviGiXdrr bn T€.EEh:
,0. lGtr S{*.$ f.(i Agana tsbn Neg€.i F.bngta REf.;
5. Yqb..srtdabn.

198603 1010

.J'L



Wawancara tanggal:

PEDOMAN WAWAI\CARA

Identitas Responden (Pasangen Suami Istri)

a. Nama suami :

b. Jenis kelamin : taki-laki

c. Umur : tahun

d. Pendidikan terakhir :

e. Pekerjaan

f. Alamat

g. Nama Iski

h. Jenis kelamin

i. Umur

Perempuan

tahun

j. Pendidikan terakhir

k. Pekerjaan

l. Alamat

1 Apakah benar bapak/ibu mengikuti nikah massal yang telah dilaksanakan oleh'
Depag Kota Palangka Raya pada bulan April tahun 2008?

2. Sebelum mengikuti nikah massal, apakah bapak/ibu telah menikah secara Islam?
Atau langsung kumpul begitu saja tanpa pemikahan?

3. Sekitar tahun berape. atau tepahya pada tahun berapa dulu bapak/ibu menikah?
4. Di mana dulu bapaUibu menikah?
5. Siapa yang menikahkan (menjadi penghulu) nikahnya?
6. Siapa yang menjadi wali nikahnya?
7. Apakah ada orang yang menyaksikan (yang menjadi saksi nikah) pemikahan

bapal/ibu pada saar itu? Siapa saja?
8. Apakah menggunakan mahar (mas kawin) dan dalam bentuk apa?
9. Stan$ Bapak/Ibu sebelum nikah srri dulu ap4 jejaka dan perawan?
10. Sekarang sudah memiliki anak? Berapa?
lI. Kenapa dulu bepak/ibu tidak menikeh melalui KUA dengan dicetat?
12. Apa yeng mcnjadi motivesVpenyebab bepak/ibu mcngikuti nikrh msssal yang

dilaksuekrn oleh Depag Kota Prlengka Raya?



PEDOMAN OBSERVASI

Identitas Resporden:

a. Nama Pasangan

b. Alamat

l. Bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga suami istri tersebut?

a. Ekonomi atas

b. Ekonomi menengah

c. Ekonomi bawah

2. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut?

a" Rukun

b. Tidak rukun

3. Surat nikah:

a- Ada

b. Tidakada

4. Keberadaan KUA setempat:

a. Ada

b. Tidakada

5. Jarak antara rumah suami isteri tersebut dengan KUA setempat:

a Jauh (....--...km)

b. Dekat (..--.....km)

6. Transportasi antara mmah suami isteri tersebut dengan KUA:

a. Ada

b. Tidakada

Catatan:

Berikan anda checklist padajawaban yang diinginkan.



FOTO-FOTO SAAT WAWAI{CARA

Salah satu peserta nikah massal

kecamatan Pahandut

I
l
t

Salah satu peserta nikah massal

kecamatan Bukit Batu

Salah satu peserta nikah massal

kecamatan Jekan Raya

-.,* o:r #
LAti{ }:

Salah satu peserta nikah massal

kecamatan Rakumpit

ffi

Salah satu peserta nikah massal

kecamatan Sabangau



lrmpar.r 26 PMA No.2 Trhur 1990

P.s.l -31 .y.a (l)

Model : DN

I)UPT,IKA'I'T(U I II'AN AK'I'A NIKAII
r<r.rs.o.V t,w. otl )97 t 2oo9

Akra Nikah Nomor

l. Tclah dilargsun8kan akad kah
Pada ha , targgal, bulah,
Tahun (hijriah dan maschi)
Dan pukul

SUAMI
l. Nama lenSkap dan ali&t
2. Tcmpat dan tanggal lahir
J . Warga Negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6- Tempat Tinggal
7. Status sebelum menikah
6. Orang tua kandung: Ay.h

: lbu

sabru
25 April l99S
28 DzulhijiJh l{l8ll

Suiito
|./\SUlrS ltl lt6 - Irr59
lndonesia
lslarn

Sopir
Jl. A Yani l)ll ngloraya
Jcjaka
Ddsir
Sanah

Kaniana
T.ASung. 06 - 07 -1970
Indoncsil
lslarrr

Swillir
Jl .A Yani I'alangknnya

Yridi
Simpon

,'!'

II

vtl

It I. lsTR!
l. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. warga Negara
4. Agama
5. Pekerjaa,
6. Tempat Tinggal
7- Sratus sebelum mcoikal
8. Orang tua kandung: AyaI

: Ibu

IV. WALI NIKAH
l. Status wali (nasab/ hakim)
2. Hubungan waly' sebab
3. Nama lengkap daa alias
4. Bi,
5. Tempat dan tanggal lahir
6. War8a Ncgara
7. Agama
8. Pekcrjaarl
9. Tcmpat tinSgal

VI. PERJANJIANPERKAWINAN
Jika ada perjanj ian sebutkan

TAKLIK TALAK
Sesudah aliad nikah suami m€mbaca drn
Mcnandarangani taklik telak (ya,lidak)

XVl. Jika pcrc:rtrtan nikal b€rdasaAan
Putusan p€ngadilan. tebulkan :

a. Pen-ladilan.an! m.mutusia
b. Nomor dan i.:ri;-eal ieputusan

langka Raya, l6juli 2009

I t.rE,^,/

l{li.iT
,rsnti

o

duplikat scsuai dc::gan akta nikahnya
wai Pcncatar Nikah

PahanduL

GAT{T
Rt..-

r-:_

lst't'

La

t lnI,.2l992a3tmt

V. MASKAWIN
a. Berupa apa dan berapa
b. Pembaya!-an (tunai^ulang)

t5i /t5i / l9eli

Halint
WaliJauh
Drs'll.Baihaqi

lndoncsia
Islanr
PNS

l)aLrn-llan.r'a

Uang Rp. 10.0(xl
lirrui



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KOTA PAI,ANGKA I{AYA
Jalan AIS Nasution l)O Box 40 A()5:16) il2? l9(rtl l)irlarrgk'r l{u1'r 7l I I I

SURAT KEPUTUSAN KEPALn KAN'I OR DEI'n R l'l;l"ltrN z\(iAMA
KOI'A PALANGKARAYN

Nornor: Kd'15'06 'nrc'l '01 3 / 437 /?00ti

TINTAN(i

PANITIA PELAKSANA I'ERKAWINAN / PlrllNlKAl lAN Slr ( r\l(A MASSn I-

SE - KO'I'A PAI,ANGKA RAYA 'IATIUN ?(X)Ii

KEPN I,N KANI'OR DIiPARI'IiMEN AGAMA KO.I A I'AI,^N(iKAI{AYI\

'{cnimhang : llahwa unltlk melaksanakan Org:rnisilsi / Ke ri;r Krrrlor Ji l 'ingkungun

f)eparlcmen Agama Kota l'atangia llaya ' tlirtt r'lllatrr ruttg\a Pcningkatan

pclayanankcpidaMasyarakatolchKlrnttlr[|rttsuttAgatt.tuKccanlalansc
Kota Palang[a Raya, akan munyclcnggiuirkirlt l)crkawiitnun / Pcmikahan

Ma.ssalpajaMasyarukatuntukrncnrbcrikarrp.crlirtdtrngitntlrmkcpastian
hukum dalam pcmikahannya yanS' slilttrsrlyii tidrik iclrrs'

Untlang - Undarrd Republik Itt<lrtncsia N( ) l I lrtrn 1974 'l'cntang

I'crkarvinan.

Kepulusan l'resitlcn
Peltk sanaan Anggarim

Norrror : .t2 lahrrrr 2(10^l ttnl ll5, l'cdonran

dan discmpumakan dcn

Per turan Presidcn No.l0 lahtrn l()05 lcnlalrB ['rrit t)rg;rnisusi dan Tugas

Eselon I Kemcntriatt Negiua Rl varlg tclrrh dirrbuh 'lcrlgrn Pcraturan

Prcsidcn Nomor l5 Tlhun 2005.

I'cndapalan dun Belarrja Ncgara yultg reluh diubah

gan Keputurarr I'rc:idcn Nomor 72'Iahun 2004'

2

l

5. - Ke;rutusan Msnleri
63/KEPA4/PAN/7/2003
Pcluyanan Publik.

l)ettda yagultl' ltt t n l\ilI'lltlr Ncg:trit

tcntJn! I'ed(tnl.rn I lrlrrrlll l'cnycl':nB
N0mor
garaan

6 Perlturiu'l l)elneritttaltan l{epublrk lrrthncsi'r Ntttrtrrr 5l lahun 2000

r"ira"g fu,if ttas jcnis Pcnc'rinr,ra,t Ncg;rrrr Bulatt Pliak vrrng berlaku

pada Deparlelncn Agnma.

Pctunjtrk drrn urahan tlapak Wrrli Krrta l'alnn1'La l(irlrt tarrggal l2 l:cbruari

200ti rncnyiktrpi adanya kchcntlll r)rirslitrrtkirt rrrrtuk tliirttitllrn Nikah

Massal di Kota Palungka ltaYa

Raput lnteren Kantr>r Dcpartcttrcrt Aganrl Kota l)allntka l(aya pada

tarlggal l2 !'cbruari 2008 .nienintl* lanluli lcntattg '\rrrlran 
Bapak Wali

foiri Ralangka Rrtya rtnluk mcrcalissik:rn pclrtksattarttt Nihul Massal'

Mcnrpcrhatikar : I

2

I

I

I

I

I

I

i

i

I

i
I
I
I

rlenginglt : l.



{cnclapkan

)enama Itahwa yang namanyfl tcrcanturrr dalartt luntpiran srr!'al kcpu(rlsart ini adalah

Panitia Perkawinan / Pemikahan Massal Sc Kola Palartgka Raya tahun

200It.

Panitia bcrtanggung .iawab dln bertugas : ntcrcncanakan /
mengorganisasikan pcrsiapan dart rnclirksani&an kcgiatan Nikah Massal

serta nrelaporkan / menyampaika.rt hasil-hasilnyrr ktpada pihak yang

bcrwenrrag.

Pelaksanaan Nikah Massal ditujukan kcplda Masyarak:rt Kotil l'alangka

Raya dan diutamakan masyaraliat ckonontr lcntah scna pendaliaranya

melalui KUA Kecamatan Sc Kota l'rrlarrgka Rrrya .

(etiga

(ecnrplrt Scgala l'embiayaan yang di keluarkan id(ibll Kcnultrs;tn ini ditlnggung oleh

I'cmcrirttah Kota l)alangka Raya, atau sttnttrang:ttt tlari tkrttitlt'r yang tidak

nrcngikut.

Asli Surat Keputusan ini disatnpaikan kcpada masirrg-rrrrtsirrg yrrrrg lrcrs;tlgkulitrt utttuh

liketahui dan dilaksanakan scbagaintlna mcstinya.

I)ITT]]'APK AN I )I tr\ t.n N(i Kn lt.^Yn
N _ : ll I cbrua ri 100 8(

:!
.) KT;P

KATJTO
1:t\& I n

(s.
Y}

\ r:t,-iM n N| /\ l(li YA l)

7

2s.\o

lembusan Yth :

l. Walikota Palangka Raya di Palangka llaya ;

2. Kakanwil Dcpag Prop. Kaltcng di Palangka llaya;

i
I

I MEMUTUSK^N

(edua

I
I

I

i

I

I

i

I

I

I
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NASIHAT UNIUN KEDUA MEMPELAI
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CATATAN STATUS PERKAWINAN

NOTE OF MARITAL STATUS
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